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ABSTRAK 

Peralihan hak atas tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan 

memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain. Peneitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pelaksaan peralihan hak atas tanah melalui hibah dari orang tua kepada 

anaknya yang masih di bawah umur dan untuk mengetahui cara penyelesaian 

apabila pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya yang masih di bawah umur 

dilakukan tanpa sepengetahuan anak atau calon ahli waris lainnya sehingga ahli 

waris yang lain melakukan gugatan. 

Peneliti mengunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis. Spesifikasi 

penelitian mengguganakan deskriptif analisis, sumber data terdiri dari data primer, 

yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 

tersier. Teknik pengumpulan data primer menggunakan observasi dan wawancara. 

Untuk metode analisis data menggunakan analisis kualitatif.  

Hasil penelitian ini membahas pelaksanaan hibah untuk anak dibawah umur 

yang berada dibawah kekuasaan orang tua cukup diwakili oleh salah satu orang 

tuanya, sedangkan untuk penghibahan untuk benda tetap dalam hal ini sebidang 

tanah dan bangunan harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan 

dibuatkan akta otentik, pelaksanaan hibah berdasarkan KUH Perdata harus 

dilakukan dengan ikrar yang jelas dan terang yang dalam penerimaannya dilakukan 

dengan diwakili oleh wali dari anak tersebut, dalam hal ini hak perwalian pada 

keluarga sedarah. Yang kedua cara penyelesaian apabila pemberian hibah dari 

orang tua kepada anaknya yang masih di bawah umur dilakukan tanpa 

sepengetahuan anak atau calon ahli waris lainnya sehingga ahli waris yang lain 

melakukan gugatan, jika masalah timbul disebabkan tidak terpenuhinya tata cara 

hibah maka penyelesaiannya adalah si ahli waris dapat mempertanyakan kepada 

PPAT tentang keabsahan akta tersebut, dalam hal ahli waris menyatakan untuk 

berdamai maka akta yang sudah ada dapat diperbaharui tetapi terlebih dahulu 

dilakukan pembatalan akta baru setelah itu dibuatkan akta baru dan 

penghibahannya dilakukan dengan ikrar yang tegas dan jelas. Dalam hal 

penghibahan dilakukan kepada anak dibawah umur maka penyerahan dilakukan 

dengan didampingi walinya dan dilakukan dengan terang. 

 

Kata Kunci: Peralihan Hak Atas Tanah, Hibah Orang Tua, Anak dibawah 

Umur 

  



xiii 
 

ABSTRACT 

Transfer of land rights is a legal act which aims to transfer rights from one 

party to another party. This research aims to determine the implementation of the 

transfer of land rights through a gift from parents to their children who are still 

underage and to find out how to resolve it if the gift from parents to their children 

who are still underage is carried out without the knowledge of the child or other 

potential heirs so that the other heirs filed a lawsuit. 

Researchers use Sociological Juridical research methods. The research 

specifications use descriptive analysis, the data source consists of primary data, 

which consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary 

legal materials. Primary data collection techniques use observation and interviews. 

The data analysis method uses qualitative analysis. 

The results of this research discuss the implementation of grants for minors 

who are under the authority of their parents, it is sufficient to be represented by one 

of their parents, whereas for grants for fixed objects, in this case plots of land and 

buildings, must be made before the Land Deed Official and an authentic deed is 

made, implementation Grants based on the Civil Code must be made with a clear 

and clear pledge which is accepted by the child's guardian, in this case the 

guardianship rights of the blood family. The second way of resolution is if the gift 

from parents to their underage child is carried out without the knowledge of the 

child or other potential heirs so that the other heirs file a lawsuit, if problems arise 

due to non-compliance with the gift procedures then the solution is that the heir can 

ask the PPAT about the validity of the deed, in the event that the heirs declare to 

reconcile then the existing deed can be renewed but first the new deed is canceled 

after that a new deed is made and the gift is made with a firm and clear pledge. In 

the event that a gift is made to a minor, the gift is made accompanied by the 

guardian and is done clearly. 

 

Keywords : Trans Of Land Rights, Grants From Parents, Minors 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tanah merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup bagi 

manusia, hewan, atau tumbuh - tumbuhan. Manusia hidup dan tinggal diatas 

tanah dan memanfaatkan tanah untuk sumber kehidupan dengan menanam 

tumbuh - tumbuhan yang menghasilkan makanan. Mengingat begitu 

pentingnya tanah karena dapat menghasilkan sumber daya alam yang sangat 

bermanfaat bagi orang banyak maka perlu diatur pemerintah. Undang - 

Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) berbunyi: “Bumi dan air kekayaan 

alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan 

untuk sebesar - besarnya kemakmuran rakyat”.1 

Oleh karena itu, sudah semestinya pemanfaatan fungsi bumi dan air, 

dan kekayaan yang terkandung di dalamnya adalah ditunjukan untuk 

mencapai sebesar - besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Hak 

menguasai dari Negara memberi wewenang untuk: 

1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 

persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. 

2) Menentukan dan mengatur hubungan - hubungan hukum antara 

orang - orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. 

 
1 Boedi Harsono, 2003, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang - 

Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, hal. 176. 
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3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 

orang - orang dengan perbuatan - perbuatan hukum mengenai 

bumi, air dan ruang angkasa.2 

Undang - Undang Pokok Agraria (UUPA) memuat dasar - dasar 

pokok di bidang agraria yang merupakan landasan bagi usaha pembaharuan 

hukum agrarian dan diharapkan dapat memberi jaminan kepastian hukum 

bagi masyarakat dalam memanfaatkan fungsi bumi, air dan ruang angkasa 

serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk kesejahteraan 

bersama secara adil.3 

Berdasarkan hak menguasai oleh negara sebagaimana diatas dan 

mengingat begitu pentingnya tanah bagi manusia, maka penguasaan hak 

atas tanah diatur UUPA (Undang - Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang 

pokok - pokok agraria) yang kemudian ditentukan macam - macam hak atas 

permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan 

dipunyai oleh orang - orang baik sendiri maupun bersama - sama dengan 

orang - orang serta badan hukum. 

Dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok - Pokok Agraria Pasal 16 ayat (1) menyebutkan hak - hak atas 

tanah adalah: 

1) Hak Milik, 

2) Hak Guna Usaha, 

 
2 Boedi Harsono, 2003, UUPA Bagian Pertama, Kelompok Belajar ESA, Jakarta, hal. 25. 
3 Firmansyah Bagus, Silviana Ana, dan Prasetyo Basuki Agung, Peralihan Hak Atas Tanah 

Karena Hibah Kepada Anak Tiri (Studi Kasus di Desa Kertosari Kecamatan Ulujami Kabupaten 

Pemalang, Jawa Tengah), Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, Diponegoro Law Journal, hal. 2. 
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3) Hak Pakai, 

4) Hak Sewa, 

5) Hak Membuka Tanah, 

6) Hak Memungut Hasil Hutan, 

7) Hak - hak lain yang tidak termasuk dalam hak - hak tersebut diatas 

yang akan ditetapkan dengan undang - undang serta hak - hak yang 

sifatnya sementara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 53 

UUPA. 

Hak - hak atas tanah dimaksud memberi kewenangan untuk 

mempergunakan tanah, bumi, air dan ruang angkasa yang ada diatasnya 

sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan 

penggunaan tanah itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain 

hak - hak atas tanah yang juga ditentukan hak - hak atas air dan ruang 

angkasa.4 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 

adalah Negara Kesatuan (konstitusional) yang memberikan jaminan dan 

memberikan perlindungan atas hak - hak warga negara, antara lain hak 

warga negara untuk mendapatkan, mempunyai, dan menikmati hak milik. 

Hak milik atas tanah sebagai salah satu jenis hak milik, sangat penting bagi 

Negara, bangsa, dan rakyat Indonesia sebagai masyarakat agraris yang 

sedang membangun ke arah perkembangan industri dan lain - lain. Tertuang 

 
4 Salsabila Rayhana, 2015, Tinjauan Yuridis Pemindahan Hak Milik Atas Tanah Karena 

Hibah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 483/Pdt.P/2012/PN.Kds), Skripsi 

Hukum UNISSULA, Semarang, hal. 2. 
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dalam Pasal 5 UUPA ditegaskan bahwa semua hak atas tanah mempunyai 

fungsi sosial, yakni berarti hak seseorang atas tanah dapat dibebaskan atau 

dilepaskan demi untuk kepentingan umum dengan diberikan ganti kerugian 

dan bahkan kepentingan umum pemerintah dapat mencakup kepemilikan 

tanah seseorang.5 

Untuk memperoleh suatu hak atas tanah, tiap - tiap orang atau 

individu dapat memperoleh hak atas tanah dengan memohonkan tanah yang 

dapat berstatus tanah negara, tanah yang memohon belum bersetifikat atau 

tidak bersertifikat dan status tanah hak pengelolaan di kantor pertanahan 

kabupaten atau kota. Apabila tanah yang dimohonkan sudah bersertifikat 

maka dilakukan peralihan hak atas tanah. 

Peralihan hak atas tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang 

bertujuan memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain. Beberapa cara 

peralihan hak atas tanah adalah dengan jual beli, tukar menukar, hibah, 

pemberian menurut adat, pemasukan dalam perusahan atau (inbreng), 

wasiat. Salah satu contoh dari peralihan hak atas tanah adalah melalui 

hibah.6 

Hibah yaitu suatu persetujuan dalam mana suatu pihak berdasarkan 

atas kemurahan hati, perjanjian dalam hidupnya memberikan hak milik atas 

 
5 Filbert Cristo Wattilete, Barzah Latupono, dan Novita Uktolseya, Aspek Yuridis 

Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Proses Hibah, Volume 2, Nomor 6, Agustus 2022, TATOHI 

Jurnal Ilmu Hukum, hal. 583-584. 
6 Patahudin Khair Miftahul, Muaja Stanly Harly, Turanga Durin Doortje, Pengaturan 

Terhadap Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Jual Beli Tanah Menurut UU NO.5 Tahun 1960 

Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria, Volume 11, Nomor 1, Januari 2023, Ejournal 

UNSRAT, hal. 3. 
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suatu barang kepada pihak kedua secara percuma dan yang tidak dapat 

ditarik kembali, sedangkan pihak kedua menerima baik penghibahan ini.7 

Hibah atau Pemberian dalam hal ini sebenarnya termasuk dalam 

pengertian hukum, karena mempunyai ketentuan - ketentuan hukum sendiri. 

Pada umumnya proses beri memberi itu terjadi secara terpisah, yaitu tidak 

terjadi pada saat yang bersamaan melainkan ada tenggang waktu tertentu 

sesuai dengan suasana saat itu, jadi sifat dari pemberian itu adalah umum, 

karena baik pemberi maupun penerima tidak perlu memenuhi kewajiban 

tertentu kecuali ada kerelaan para pihak dan tidak melihat status 

individunya. 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pengertian hibah 

sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1666 KUH Perdata adalah 

suatu perjanjian dengan mana penghibah diwaktu hidupnya dengan cuma - 

cuma dan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu barang guna 

keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu. 

Orang perseorangan selaku subjek hak atas tanah, yaitu setiap orang 

yang identitasnya terdaftar selaku warga negara Indonesia berdomisli di 

wilayah negara Indonesia dan tidak kehilangan hak memperoleh sesuatu hak 

atas tanah, namun untuk melakukan tindakan hukum dalam hal pertanahan 

harus sudah dewasa secara hukum.8 

 
7 Khairuman Pasaribu, 2004, Masalah-masalah Hak Atas Tanah, Balai Pustaka, Jakarta, 

hal. 13. 
8 Suheri, 2010, Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Hibah Untuk Anak 

Dibawah Umur (Studi Pelaksanaan HIbah Untuk Anak di Bawah Umur di Kantor PPAT – Notaris 

Kota Tangerang) Tesis yang di publikasikan, Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 12. 
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Di dalam hukum dijelaskan bahwa setiap orang dapat menjadi 

subjek hukum, tetapi menurut ketentuan undang - undang ada subjek hukum 

yang tidak sempurna artinya bahwa subjek hukum itu hanya mempunyai 

kehendak, tetapi tidak mampu untuk menuangkan kehendaknya di dalam 

perbuatan hukum, mereka - mereka itu adalah:  orang yang belum dewasa 

atau anak di bawah umur, orang dewasa tetapi tidak mampu berbuat (gila).9 

Mengenai subjek hukum yang tidak sempurna, yaitu orang - orang 

yang belum dewasa, menurut Pasal 330 KUH Perdata adalah mereka yang 

belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin sebelumnya. 

sedangkan dijelaskan dalam ketentuan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 

2019 tentang perkawinan, perkawinan diizinkan apabila pria dan wanita 

sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.10 

Hukum perdata berangkat dari prinsip, bahwa untuk pemenuhan dan 

pelaksanaan kepentingannya, kepada perseorangan diberikan kebebasan 

untuk bertindak menurut kehendaknya, khususnya atas harta kekayaannya. 

Mereka pada asasnya diberi kebebasan untuk mengambil tindakan 

pemilikan atasnya, terhadap kebebasan tersebut, pembuat undang - undang 

memberikan pembatasan - pembatasan antara lain yang berkaitan dengan 

faktor umur, yang mengandung unsur perlindungan. Kesemuanya itu 

berkaitan dengan masalah kecakapan bertindak dalam hukum. 

 
9 R. Subekti, 1994, Pokok - Pokok Hukum Perdata, PT. Internusa, Bandung, hal. 341. 
10 Nugraha Asrimayasha Nazmina, Judiasih Dewi Sonny, Nurhayati Elis, Status 

Kedewasaan Anak Yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur Dalam Pembuatan Perjanjian 

Kawin Pada Praktik Kenotariatan Di Indonesia, Volume 4, Nomor 1, Desember 2020, Jurnal Ilmu 

Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum UNPAD, hal. 115. 
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Berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perkawinan, orang tua dengan sendirinya menurut hukum berkedudukan 

dan berkapasitas sebagai wali anak - anak sampai mereka dewasa. Oleh 

karena itu, orang tua adalah kuasa yang mewakili kepentingan anak - anak 

yang belum dewasa kepada pihak ketiga maupun didepan pengadilan tanpa 

memerlukan surat kuasa khusus dari anak tersebut. Orang tua tidak 

diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang - barang tetap, 

misalnya tanah yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan 

belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila 

kepentingan anak itu menghendakinya. Demikian juga terhadap wali 

berlaku juga ketentuan diatas.  

Untuk menerima suatu hak, diperbolehkan orang itu belum dewasa, 

tetapi harus diwakili oleh orangtua atau walinya. Wali disini mempunyai 

fungsi mengurus kekayaan anak yang berada di bawah pengawasannya 

dengan sebaik - baiknya dan bertanggung jawab tentang kerugian - kerugian 

yang ditimbulkan karena pengurusan yang buruk. 

Peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan sertifikat tanah 

yang telah di sahkan oleh PPAT tempat domisili tanah itu berada. Sertifikat 

merupakan bukti orisinalitas dari kepemilikan tanah dan memiliki kekuatan 

hukum yang kuat. Akta autentik sendiri dalam Hukum Perdata tertuang 

dalam Pasal 1868 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yang 

mengandung makna yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang 
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ditentukan oleh undang - undang atau dihadapan pejabat umum yang 

berwenang untuk itu akta itu dibuat.11 

Akta autentik yang dibuat oleh PPAT merupakan sebagai bukti telah 

dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu yang telah disebutkan. Peralihan 

hak atas tanah merupakan suatu perbuatan hukum dengan tujuan untuk 

memindahkan hak atas tanah dari satu pihak ke pihak lain yang dilakukan 

secara sah. Dalam menjamin kepastian hukum maka peralihan hak atas 

tanah harus dilakukan peralihan hak atas tanah. Ada beberapa perbuatan 

hukum yang dapat melakukan peralihan hak atas tanah diantaranya adalah 

perbuatan hukum berdasarkan Jual Beli, Hibah, Warisan dan Wakaf.12 

Hall  tersebutl  diatasl  sebagaimanal  dimaksudl  dalaml  Peraturanl  Menteril  

Agrarial  danl  Tatal  Ruangl  ataul  Kepalal  Badanl  Pertanahanl  Nasionall  Nomorl  18l  

Tahunl  2021l  tentangl  Pendaftaranl  Tanah.l  Peraturanl  tersebutl  menyatakanl  

bahwal  peralihanl  hakl  atasl  tanahl  danl  hakl  milikl  atasl  satuanl  rumahl  susunl  

melaluil  juall  beli,l  tukarl  menukar,l  hibah,l  pemasukanl  dalaml  perusahaanl  danl  

perbuatanl  hukuml  pemindahanl  hakl  lainnya,l  kecualil  pemindahanl  hakl  

melaluil  lelangl  hanyal  dapatl  didaftarkanl  jikal  dibuktikanl  denganl  aktal  yangl  

dibuatl  olehl  PPATl  yangl  berwenangl  menurutl  ketentuanl  peraturanl  perundangl  

-l  undanganl  yangl  berlaku. 

 
11 Irmayanti Sri, Pasamai Syamsuddin, Aswari Aan, Tinjauan Hukum Dalam Pelaksanaan 

Peralihan Hakm Milik Atas Tanah, Volume 1, Nomor 1, Agustus 2020, Qawanin Jurnal Ilmu 

Hukum, hal. 3. 
12

l  Pramuditol  Afrizall  Muhammad,l  Djayaputral  Gunawan,l  Tinjauanl  Yuridisl  Sengketal  

Peralihanl  Hakl  Atasl  Tanahl  Hibahl  Ditinjaul  Berdasarkanl  Peraturanl  Perundangl  –l  Undang,l  Volumel  

6,l  Nomorl  2,l  Desemberl  2023,l  UNESAl  LAWl  REVIEW,l  hall  6391 
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Berkaitanl  denganl  uraianl  dil  atas,l  makal  penulisl  tertarikl  untukl  

menelitil  permasalahanl  tersebutl  dalaml  skripsil  yangl  berjudul:l  

“PELAKSANAANl  PERALIHANl  HAKl  MILIKl  ATASl  TANAHl  

MELALUIl  HIBAHl  DARIl  ORANGl  TUAl  KEPADAl  ANAKl  DIl  

BAWAHl  UMUR”l   

B. Rumusanl  Masalah 

Berdasarkanl  uraianl  latarl  belakangl  masalahl  dil  atas,l  makal  dapatl  

dirumuskanl  masalahl  sebagail  berikut: 

1. Bagaimanakahl pelaksanaan peralihan hakl atas tanahl melalui hibahl dari 

orangl tua kepada anaknyal yang masihl di bawah umur? 

2. Bagaimanakahl caral penyelesaian apabila pemberianl hibah daril orangl tua 

kepadal anaknyal yang masihl dil bawahl umurl dilakukanl tanpal 

sepengetahuanl anakl ataul calonl ahlil warisl lainnyal sehinggal calonl ahli 

warisl yangl lainl melakukanl gugatan? 

C. Tujuanl Penelitian 

Adapunl tujuan daril penelitianl inil adalah: 

1. Untukl memahami dan mengetahuil  pelaksaanl  peralihanl  hakl  atasl  tanahl  

melaluil  hibahl  daril  orangl  tual  kepadal  anaknyal  yangl  masihl  dil  bawahl  

umur. 

2. Untukl  memahami dan mengetahuil  caral  penyelesaianl  apabilal  

pemberianl  hibahl  daril  orangl  tual  kepadal  anaknyal  yangl  masihl  dil  bawahl  

umurl  dilakukanl  tanpal  sepengetahuanl  anakl  ataul  calonl  ahlil  warisl  

lainnyal  sehinggal  ahlil  warisl  yangl  lainl  melakukanl  gugatan. 
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D. Manfaatl  Penelitian 

Penulisanl  skripsil  inil  diharapkanl  dapatl  memberikanl  manfaatl  sebagail  

berikutl  : 

1. Manfaatl  Teoritis 

a. Penelitianl  inil  diharapkanl  dapatl  dijadikanl  bahanl  kajianl  untukl  

memberikanl  informasil  pengetahuanl  mengenail  ilmul  hukuml  

terutamal  hukuml  perdata,l  terutamal  dalaml  pemberianl  hibahl  tanahl  

kepadal  anakl  dil  bawahl  umur. 

b. Hasill  penelitianl  inil  diharapakanl  dapatl  memberikanl  pemikiranl  

dalaml  menambahl  wawasanl  mengenail  pemberianl  hibahl  tanahl  

kepadal  anakl  dil  bawahl  umur. 

2. Manfaatl  Praktisl   

a. Bagil  Penulis,l  hasill  daril  penelitianl  inil  bergunal  sebagail  salahl  satul  

syaratl  untukl  mencapail  gelarl  sarjanal  padal  Fakultasl  Hukuml  

Universitasl  Islaml  Sultanl  Agung. 

b. Memberikanl  kontribusil  bagil  perkembanganl  hukuml  khususnyal  

hukuml  pertanahanl  dalaml  hall  peralihanl  atasl  tanahl  danl  diharapkanl  

dapatl  memberil  masukanl  kepadal  paral  pihakl  ataul  masyarakatl  

khususnyal  apabilal  akanl  melakukanl  peralihanl  hakl  atasl  tanahl  

kepadal  anakl  dil  bawahl  umur. 

c. Dapatl  memberikanl  masukanl  padal  merekal  yangl  tertarikl  menelitil  

permasalahanl  inil  lebihl  lanjut.l   
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E. Terminologi 

Terminologil  merupakanl  artil  katal  yangl  terkandungl  dalaml  judull  

skripsil  penelitianl  dalaml  skripsil  inil  penulisl  memilihl  judull  “Pelaksanaanl  

peralihanl  hakl  milikl  atasl  tanahl  melaluil  hibahl  daril  orangl  tual  kepadal  anakl  dil  

bawahl  umur”.l  Denganl  penjelasanl  artil  daril  judull  tersebutl  yakni: 

1. Peralihan 

Peralihanl  adalahl  perbuatanl  memindahkanl  seseuatul  daril  tempatl  kel  

tempatl  lain,l  ataul  daril  seseorangl  kel  orangl  lain.13
l  Dalaml  penelitianl  inil  

peralihanl  yangl  dimaksudl  adalahl  peralihanl  hakl  milikl  atasl  tanahl  daril  

orangl  tual  kepadal  anaknya. 

2. Hakl  Milikl  atasl  Tanah 

Pasall  20l  ayatl  1l  Undangl  -l  Undangl  Pokokl  Agrarial  meyatakanl  bahwal  

"Hakl  milikl  adalahl  hakl  yangl  turunl  temurun,l  terkuatl  danl  terpenuhl  yangl  

dapatl  dipunyail  orangl  atasl  tanahl  tersebut,l  danl  hakl  milikl  dapatl  beralihl  

danl  dialihkanl  kepadal  pihakl  lain”.14 

3. Hibah 

Hibahl  tanahl  merupakanl  pemberianl  sesorangl  kepadal  orangl  lainl  

denganl  tidakl  adal  penggantianl  apapunl  danl  dilakukanl  secaral  sukal  rela,l  

tanpal  adal  kontraprestasil  daril  pihakl  penerimal  pemberian,l  danl  pemberianl  

itul  dilangsungkanl  padal  saatl  pemberil  hibahl  masihl  hidup.l  Inil  berbedal  

 
13

l  Subektil  R.,l  Tjitrosudibiol  R.,l  2006,l  Kitabl  Undangl  -l  Undangl  Hukuml  Perdata,l  Pradnyal  

Paramita,l  Jakarta,l  hal.l  282. 
14

l  Kartinil  Muljadil  danl  Gunawanl  Widjaja,l  2004,l  hakl  -l  hakl  atasl  tanah,l  Prenadal  Medial  

Group,l  Jakarta,l  hal.29. 
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denganl  wasiat,l  yangl  manal  wasiatl  diberikanl  sesudahl  pewasiatl  meninggall  

dunia.15 

Menurutl  Pasall  1666l  Kitabl  Undangl  -l  Undangl  Hukuml  Perdatal  

(KUHl  Perdata)l  “Hibahl  adalahl  suatul  perjanjianl  denganl  manal  penghibah,l  

diwaktul  hidupnya,l  denganl  cumal  -l  cumal  danl  denganl  tidakl  dapatl  ditarikl  

kembali,l  menyerahkanl  sesuatul  barangl  gunal  keperluanl  penerimal  hibahl  

yangl  menerimal  penyerahanl  itu”. 

Penghibahanl  inil  digolongkanl  padal  apal  yangl  dinamakanl  perjanjianl  

“denganl  cumal  -l  cuma”l  (dalaml  bahasanl  Belandal  “oml  niet”)l  dimanal  

perkataanl  denganl  cumal  –l  cuma,l  sepanjangl  penerimal  hibahl  merupakanl  

sebyukl  hukuml  yangl  secaral  sahl  danl  memilikil  kapabilitasl  untukl  dapatl  

melakukanl  perbuatanl  hukum.16 

4. Orangl  Tua 

Orangl  tual  adalahl  komponenl  keluargal  yangl  terdiril  daril  ayahl  danl  ibu,l  

danl  merupakanl  hasill  daril  sebuahl  ikatanl  perkawinanl  yangl  sahl  yangl  dapatl  

membentukl  senuahl  keluarga.l  Orangl  tual  memilkil  tanggungjawabl  untukl  

mendidik,l  mengasuhl  danl  membimbingl  anakl  -l  anaknyal  untukl  mencapail  

tahapanl  tertentul  yangl  menghantarkanl  anakl  untukl  siapl  dalaml  kehidupanl  

bermasyarakat. 

 
15

l  Chairumanl  Pasaribul  danl  Suhrawadil  Kl  Lubis,l  1996,l  Hukuml  Perjanjianl  Dalaml  Islam,l  

Cetakanl  Kedua,l  Sinarl  Grafika,l  Jakarta,l  hal.l  113. 
16

l  Budiartal  Putul  Il  Nyoman,l  Astitil  Sril  Ketutl  Nil  Gusti,l  Akibatl  Hukuml  Perjanjianl  

Pemberianl  Hibahl  Tanahl  Kepadal  Anakl  Angkatl  yangl  Dibuatl  Dihadapanl  Pejabatl  Pembuatl  Aktal  

Tanahl  (PPAT)l  Menurutl  KUHl  Perdata,l  Volumel  4,l  Nomorl  3,l  Tahunl  2022,l  Jurnall  Analogil  Hukum,l  

hal.l  273. 
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Sedangkanl  pengertianl  orangl  tual  diatas,l  tidakl  lepasl  daril  pengertianl  

keluarga,l  karenal  orangl  tual  merupakanl  bagianl  keluargal  besarl  yangl  

Sebagianl  besarl  telahl  tergantikanl  olehl  keluargal  intil  yangl  terdiril  daril  

ayah,l  ibu,l  danl  anakl  -l  anak.17
l  Orangl  tual  adalahl  ayahl  danl  ibul  adalahl  figurl  

ataul  contohl  yangl  akanl  selalul  ditirul  olehl  anakl  –l  anaknya18. 

5. Anakl  Dil  Bawahl  Umur 

Pengertianl  anakl  dil  bawahl  umurl  berdasarkanl  kamusl  umuml  bahasal  

Indonesial  mengenail  pengertianl  anakl  secaral  etimologil  diartikanl  denganl  

manusial  yangl  masihl  kecill  ataupunl  manusial  yangl  beluml  dewasa.19 

Menurutl  KUHl  Perdatal  dalaml  Pasall  330l  mengatakanl  bahwal  orangl  

beluml  dewasal  adalahl  merekal  yangl  beluml  mencapail  umurl  21l  tahunl  danl  

tidakl  lebihl  dahulul  telahl  kawin.l  Jadil  anakl  adalahl  setiapl  orangl  yangl  

beluml  berusial  21l  tahunl  danl  beluml  menikah.l  Seandainyal  seorangl  anakl  

telahl  menikahl  sebeluml  umurl  21l  tahunl  kemudianl  bercerail  ataul  ditinggall  

matil  olehl  suaminyal  sebeluml  genapl  umurl  21l  tahun,l  makal  dial  tetapl  

dianggapl  sebagail  orangl  yangl  dewasal  bukanl  anakl  -l  anak.l   

F. Metodel  Peneltian 

Penelitianl  merupakanl  suatul  saranal  bagil  pengembanganl  pengetahuanl  

danl  teknologi,l  makal  metodel  penelitianl  yangl  diterapkanl  harusl  sesuail  

denganl  ilmul  pengetahuanl  danl  objekl  yangl  diteliti.l  Untukl  memperolehl  datal  

 
17

l  Wahyul  Suhendi,l  2004,l  Keluargal  Modernl  Berkarakter,l  Gramedia,l  Jakarta,l  hal.l  41. 
18

l  Mardiyal  Silalahi,l  2000,l  Silsilahl  keluarga,l  Gemal  Insani.l  Jakarta,l  hal.l  22. 
19

l  W.J.Sl  Poerwadarminta,l  1984,l  Kamusl  Umuml  Bahasal  Indonesia,l  Balail  Pustaka,l  

Amirko,l  hal.l  25. 
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yangl  relevanl  denganl  pembahasanl  proposall  inil  digunakanl  untukl  suatul  

metodel  penelitianl  sebagail  berikut: 

1. Pendekatanl  Penelitian 

Metodel  pendekatanl  yangl  digunakanl  dalaml  penelitianl  inil  adalahl  

yuridisl  sosiologisl  dimanal  penelitil  terjunl  secaral  langsungl  keobjeknya,l  

tidakl  hanyal  daril  sudutl  peraturanl  -l  peraturanl  ataul  hukuml  positifl  saja,l  

namunl  jugal  memperhatikanl  aspekl  -l  aspekl  sosiologisl  yangl  terjadil  

dalaml  implementasil  dil  masyarakat.20 

Pengertianl  Yuridisl  dimaksudkanl  untukl  meninjau,l  melihatl  danl  

menganalisal  masalahl  berdasarkanl  prinsipl  -l  prinsipl  danl  asasl  -l  asasl  

hukuml  dalaml  melakukanl  penelitianl  berdasarkanl  ketentuanl  yangl  sudahl  

adal  danl  bagaimanal  ketentuanl  tersebutl  dibuat. 

Pendekatanl  yangl  penelitil  lakukanl  berdasarkanl  aturanl  -l  aturanl  danl  

teoril  -l  teoril  yangl  berkaitanl  denganl  pemindahanl  hakl  atasl  tanahl  olehl  

orangtual  kepadal  anakl  karenal  hibah. 

2. Spesifikasil  Penelitian 

Spesifikasil  yangl  digunakanl  dalaml  penelitianl  inil  adalahl  deskriptifl  

analitis,l  yaitul  menggambarkanl  peraturanl  perundanganl  yangl  berlakul  

dikaitkanl  denganl  teoril  -l  teoril  hukuml  danl  praktekl  pelaksanaanl  hukuml  

positifl  yangl  menyangkutl  permasalahanl  diatas.21
l  Deskriptifl  disinil  

dimaksudkanl  untukl  memberikanl  gambaranl  secaral  rinci,l  sistematis,l  

 
20

l  Jonaedil  Efendi,l  Dkk,l  2018,l  Metodel  Penelitianl  Hukuml  Normatifl  danl  Empiris,l  

Kencana,l  Jakarta,l  hall  3. 
21

l  Bambangl  Sanggono,l  2003,l  Metodel  Penelitianl  Hukum,l  Rajal  Grafindo,l  Jakarta,l  hall  16. 
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danl  menyeluruhl  mengenail  segalal  hall  yangl  berkaitanl  denganl  

pemindahanl  hal  katasl  tanahl  olehl  orangtual  kepadal  anakl  karenal  hibah.22 

3. Jenisl  danl  Sumberl  Data 

Datal  yangl  digunakanl  dalaml  skripsil  adalahl  datal  primerl  danl  datal  

sekunder. 

a) Datal  primer 

Datal  primerl  adalahl  datal  yangl  diperolehl  ataul  dikumpulkanl  

langsungl  dil  lapanganl  olehl  penelitil  daril  orangl  yangl  bersangkutan.23
l  

Jadil  datal  yangl  didapatkanl  secaral  langsung.l  Datal  primerl  secaral  

khususl  dil  lakukanl  untukl  menjawabl  pertanyaanl  penelitian. 

b) Datal  Sekunder 

Datal  sekunderl  adalahl  datal  daril  bahan-bahanl  kepustakaan,l  

meliputi:l  l  bukul  -l  bukul  referensi,l  peraturanl  perundangl  -l  undangan,l  

laporanl  hasill  penelitian,l  artikell  jurnall  hukum,l  arsipl  danl  dokumenl  

danl  sebagainya,l  baikl  yangl  fisikl  maupunl  onlinel  yangl  berhubunganl  

denganl  materil  penelitian.24 

Datal  Sekunderl  diklasifikasikanl  menjadil  3l  macaml  yaitu: 

a) Bahanl  hukuml  primer 

 
22

l  Soerjonol  Soekanto,l  1981,l  Pengantarl  Penelitianl  Hukum,l  UIl  Press,l  Jakarta,l  hall  5-6. 
23

l  Pahlephil  Desthianl  Rully,l  2022,l  Datal  Primer:l  Pengertian,l  Fungsi,l  Contoh,l  danl  Caral  

Mendapatkannya,https://www.detik.com/bali/berita/d-6422332/data-primer-pengertian-fungsi-

contoh-dan-cara-mendapatkannya,l  dil  aksesl  Padal  Tanggall  02l  Julil  2024. 
24

l  Ronnyl  Hanitijol  Soemitro,l  1998,l  Metodel  Penelitianl  Hukum,l  danl  Jurimentri,l  Gahlial  

Indonesia,l  Jakarta,l  hall  24. 

https://www.detik.com/bali/berita/d-6422332/data-primer-pengertian-fungsi-contoh-dan-cara-mendapatkannya
https://www.detik.com/bali/berita/d-6422332/data-primer-pengertian-fungsi-contoh-dan-cara-mendapatkannya
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Bahanl  hukuml  primerl  merupakanl  bahanl  hukuml  yangl  bersifatl  

(autoritatif)l  artinyal  mempunyail  otoritas.25
l  Bahanl  hukuml  primerl  

yangl  digunakanl  dalaml  penelitianl  inil  terdiril  daril  Peraturanl  

Perundangl  -l  Undanganl  yangl  berlakul  dil  Indonesial  yaitu: 

1) Undangl  -l  Undangl  Dasarl  Negaral  Republikl  Indonesial  Tahunl  

1945. 

2) Kitabl  Undangl  -l  Undangl  Hukuml  Perdata. 

3) Undangl  –l  Undangl  Nomorl  16l  Tahunl  2019l  tentangl  

Perkawinan.l   

4) Undangl  –l  Undangl  Nomorl  5l  Tahunl  1960l  tentangl  Pokokl  -l  

Pokokl  Agraria.l   

5) Peraturanl  Menteril  Agrarial  danl  Tatal  Ruangl  ataul  kepalal  Badanl  

Pertanahanl  Nasionall  Republikl  Indonesial  Nomorl  18l  Tahunl  

2021. 

b) Bahanl  hukuml  sekunder 

Bahanl  hukuml  Sekunderl  adalahl  bahanl  hukuml  yangl  terdiril  atasl  

bukul  -l  bukul  teksl  (textl  books)l  yangl  ditulisl  paral  ahlil  hukuml  yangl  

berpengaruhl  (deel  herseendeel  leer),l  semual  publikasil  tentangl  hukuml  

yangl  bukanl  merupakanl  dokumen-dokumenl  resmi. 

Bahanl  hukuml  sekunderl  yangl  digunakanl  dalaml  penyusunanl  

skripsil  inil  adalahl  bukul  –l  bukul  referensi,l  makalahl  –l  makalahl  hasill  

 
25

l  Peterl  Mahmudl  Marzuki,l  2010,l  Penelitianl  Hukum,l  Kencana,l  Jakarta,l  hall  141. 
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seminar,l  laporanl  hasill  penelitian,l  artikell  jurnal,l  arsipl  danl  dokumenl  

baikl  cetakl  maupunl  onlinel  yangl  berhubunganl  denganl  penelitianl  ini.l   

c) Bahanl  hukuml  tersier 

Bahanl  hukuml  Tersier,l  yaitul  bahanl  hukuml  yangl  memberikanl  

petunjukl  danl  penjelasanl  terhadapl  bahanl  hukuml  primerl  danl  

sekunder,l  terdiril  daril  kamusl  hukuml  danl  kamusl  besarl  Bahasal  

Indonesia.l  Bahanl  hukuml  tersierl  yangl  digunakanl  dalaml  penelitianl  

inil  adalahl  sebagail  berikut:l  kamusl  hukum,l  Kamusl  Besarl  Bahasal  

Indonesia,l  Ensiklopedia,l  danl  lainl  -l  lain.l   

4. Teknikl  Pengumpulanl  Data 

Teknikl  pengumpulanl  datal  yangl  dilakukanl  dalaml  penelitianl  inil  

adalahl  denganl  cara: 

a. Datal  Primer 

1) Observasi 

Observasil  merupakanl  salahl  satul  metodel  pengumpulanl  datal  

denganl  caral  mengamatil  ataul  meninjaul  secaral  cermatl  danl  

langsungl  dil  lokasil  penelitianl  yaitul  dil  Kantorl  Notarisl  danl  PPATl  

(SK.l  MENKEHl  danl  HAMl  RIl  NO:l  C-308.HT.03.01-TH.2006)l  

(SK.l  Kepalal  Badanl  Pertanahanl  Nasionall  NO:l  9-XVII-PPAT-

2008),l  Jl.l  Solol  -l  Purwodadil  No.KM.5l  Gendingan,l  Depok,l  

Kecamtanl  Purwodadi,l  Kabupatenl  Grobogan,l  Jawal  Tengahl  danl  

dil  Kantorl  Notarisl  danl  PPATl  (SK.l  MENKEHl  danl  HAMl  RIl  NO:l  

C-352.HT.03.01-TH.2004)l  (SK.l  Kepalal  Badanl  Pertanahanl  



 
 

31 
 

Nasionall  NO:l  3-X.A-2005)l  dil  Jl.l  Hayaml  Wuruk.l  No.l  62B,l  

Kecamatanl  Purwodadi,l  Kabupatenl  Grobogan,l  Jawal  Tengah.l  

untukl  mengetahuil  kondisil  yangl  terjadil  ataul  membuktikanl  

kebenaranl  daril  sebuahl  desainl  penelitianl  yangl  sedangl  dilakukan.l   

2) Wawancara 

Wawancaral  adalahl  percakapanl  dual  orangl  ataul  lebihl  yangl  

berlangsungl  antaral  narasumberl  danl  pewawancaral  denganl  tujuanl  

mengumpulkanl  datal  -l  datal  berupal  informasi.26 

Adal  3l  jenisl  wawancaral  yangl  biasal  digunakanl  dalaml  

mengumpulkanl  datal  penelitian: 

a) Wawancaral  Terstruktur 

Wawancaral  terstrukturl  adalahl  metodel  wawancaral  

yangl  menggunakanl  kuesionerl  tertulisl  sebagail  pedoman.l  

Pewawancaral  harusl  mengajukanl  pertanyaanl  -l  

pertanyaanl  yangl  telahl  disiapkanl  sebelumnyal  secaral  urutl  

danl  tidakl  bolehl  menyimpangl  daril  kuesioner.l  Pertanyaanl  

-l  pertanyaanl  dalaml  wawancaral  terstrukturl  biasanyal  

bersifatl  tertutup,l  yaitul  hanyal  memberikanl  pilihanl  

jawabanl  yangl  terbatas.l   

b) Wawancaral  Tidakl  Terstruktur 

 
26

l  Popublix,l  Wawancaral  :l  Pengertian,l  Jenis,l  Fungsi,l  Tahap,l  danl  Tips,l  Oktoberl  2023,l  

https://info.populix.co/articles/wawancara-adalah/,l  diaksesl  Padal  Tanggall  02l  Julil  2024. 

https://info.populix.co/articles/wawancara-adalah/
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Wawancaral  Tidakl  Terstrukturl  adalahl  metodel  

wawancaral  yangl  tidakl  menggunakanl  pedomanl  ataul  

kuesionerl  samal  sekali.l  Pewawancaral  hanyal  

menentukanl  topikl  ataul  tujuanl  umuml  daril  wawancara,l  

kemudianl  membiarkanl  narasumberl  berbicaral  secaral  

bebasl  tanpal  mengintervensi.l  Pewawancaral  hanyal  

berperanl  sebagail  pendengarl  aktifl  yangl  memberikanl  

tanggapanl  nonl  -l  verball  ataul  verball  minimal.l  Pertanyaanl  

-l  pertanyaanl  dalaml  wawancaral  bebasl  biasanyal  bersifatl  

eksploratif,l  yaitul  bertujuanl  untukl  mengetahuil  

pandangan,l  sikap,l  ataul  perasaanl  narasumberl  tentangl  

suatul  hal. 

c) Wawancaral  Semil  Terstruktur 

Wawancaral  semil  terstrukturl  adalahl  metodel  

wawancaral  yangl  menggunakanl  pedomanl  wawancaral  

sebagail  acuan,l  tetapil  tidakl  mengikatl  pewawancaral  

untukl  mengajukanl  pertanyaanl  secaral  kaku.l  

Pewawancaral  dapatl  menyesuaikanl  urutan,l  formulasi,l  

ataul  penambahanl  pertanyaanl  sesuail  denganl  situasil  danl  

responl  narasumber.l  Pertanyaanl  -l  pertanyaanl  dalaml  

wawancaral  semil  terstrukturl  biasanyal  bersifatl  terbuka,l  

yaitul  memberikanl  kebebasanl  kepadal  narasumberl  untukl  



 
 

33 
 

menjawabl  sesuail  denganl  pemahamanl  danl  pengalamanl  

mereka.27 

Jenisl  wawancaral  yangl  akanl  penulisl  gunakanl  dalaml  penelitianl  

inil  adalahl  wawancaral  terpimpinl  yaitul  wawancaral  yangl  

dilakukanl  olehl  pewawancaral  yangl  sudahl  dibekalil  denganl  daftarl  

pertanyaanl  yangl  lengkapl  danl  terinci.28 

b. Studil  Kepustakaan 

Penelitianl  Kepustakaanl  yaitul  menelitil  sumberl  -l  sumberl  bacaanl  

yangl  berhubunganl  denganl  permasalahanl  dalaml  skripsil  ini,l  sepertil  

bukul  -l  bukul  hukum,l  majalahl  hukum,l  artikell  -l  artikel,l  Peraturanl  

Perundangl  -l  Undangan,l  putusanl  pengadilan,l  pendapatl  sarjanal  danl  

bahanl  -l  bahanl  lainnya. 

c. Studil  Dokumentasi 

Studil  Dokumentasil  inil  dilakukanl  penelitil  denganl  caral  

mengumpulkanl  datal  tertulisl  melaluil  bukul  -l  bukul  tentangl  

pendapat,l  teoril  ataul  bukul  hukuml  yangl  berhubunganl  denganl  temal  

penelitianl  ini. 

5. Lokasil  Penelitian 

a. Lokasil  dalaml  penelitianl  inil  dilaksanakanl  dil  Kantorl  Notarisl  danl  

PPAT,l  Jl.l  Solol  -l  Purwodadil  No.KM.5l  Gendingan,l  Depok,l  

 
27

l  Universitasl  Islaml  Anl  Nurl  Lampung,l  Oktoberl  2023,l  Tigal  Metodel  Wawancara:l  

Terstruktur,l  Semil  Terstruktur,l  danl  Bebas,l  https://an-nur.ac.id/blog/tiga-metode-wawancara-

terstruktur-semi-terstruktur-dan-bebas.html,l  diaksesl  Padal  01l  Julil  2024. 
28

l  Rachmawatil  Imamil  Nur,l  Pengumpulanl  datal  dalaml  penelitianl  kualitati,l  Keperawatanl  

Indonesia,l  Volumel  11,l  2007,l  hall  35l  -l  40. 

https://an-nur.ac.id/blog/tiga-metode-wawancara-terstruktur-semi-terstruktur-dan-bebas.html
https://an-nur.ac.id/blog/tiga-metode-wawancara-terstruktur-semi-terstruktur-dan-bebas.html
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Kecamtanl  Purwodadi,l  Kabupatenl  Grobogan,l  Jawal  Tengahl  danl  dil  

Jl.l  Hayaml  Wuruk.l  No.l  62B,l  Kecamatanl  Purwodadi,l  Kabupatenl  

Grobogan,l  Jawal  Tengah.l   

b. Subyekl  Penelitiannyal  adalahl  Bapakl  Imronl  Chumaidi,l  S.Pd.,l  S.H.,l  

M.Knl  selakul  Notarisl  danl  PPATl  dil  Jl.l  Solol  -l  Purwodadil  No.KM.5l  

Gendingan,l  Depok,l  Kecamtanl  Purwodadi,l  Kabupatenl  Grobogan,l  

Jawal  Tengahl  danl  Bapakl  Moch.l  Farhanl  Alil  Imron,l  S.Hl  selakul  

Notarisl  danl  PPATl  dil  Jl.l  Hayaml  Wuruk.l  No.l  62B,l  Kecamatanl  

Purwodadi,l  Kabupatenl  Grobogan,l  Jawal  Tengah. 

6. Metodel  Analisisl  Data 

Metodel  yangl  digunakanl  dalaml  analisal  datal  adalahl  adalahl  metodel  

kualitatifl  yaitul  menguraikanl  datal  secaral  bermutul  dalaml  bentukl  kalimatl  

yangl  teratur,l  logisl  danl  efektifl  sehinggal  memudahkanl  intreprestasil  datal  

danl  pemahamanl  hasill  gunal  menjawabl  permasalahanl  yangl  adal  danl  

dapatl  menarikl  kesimpulan.29 

G. Sistematikal  Penulisan 

Untukl  memperjelasl  bagianl  daril  penulisanl  skripsil  tentangl  

pelaksanaanl  peralihanl  hakl  milikl  atasl  tanahl  melaluil  hibahl  daril  orangtual  

kepadal  anakl  dil  bawahl  umur,l  makal  sistematikal  penulisannyal  adalahl  sebagail  

berikut:l   

BABl  I:l  PENDAHULUAN 

 
29

l  Muh.l  Abdull  Kadir,l  2004,l  Hukuml  danl  Penelitianl  Hukum,l  Citral  Adityal  Bakti,l  Bandung,l  

hall  127. 
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Dalaml  babl  inil  penulisl  menguraikanl  latarl  belakangl  masalah,l  

rumusanl  masalah,l  tujuanl  penelitian,l  kegunaanl  penelitian,l  terminologi,l  

metodel  penelitianl  danl  sistematikal  penulisan. 

BABl  II:l  TINJAUANl  PUSTAKA 

Dalaml  babl  inil  diuraikanl  mengenail  pelaksanaanl  peralihanl  hakl  milikl  

atasl  tanahl  melaluil  hibahl  daril  orangtual  kepadal  anakl  dil  bawahl  umur,l  

prepektifl  islaml  tentangl  pelaksanaanl  peralihanl  hakl  milikl  atasl  tanahl  melaluil  

hibahl  daril  orangtual  kepadal  anakl  dil  bawahl  umur. 

BABl  III:l  HASILl  PENELITIANl  DANl  PEMBAHASANl   

Dalaml  babl  inil  berisil  tentangl  pokokl  permasalahanl  yangl  akanl  

dibahasl  berdasarkanl  rumusanl  masalah,l  yaitul  tentangl  pelaksanaanl  peralihanl  

hakl  atasl  tanahl  melaluil  hibahl  daril  orangtual  kepadal  anaknyal  yangl  masihl  

dibawahl  umur,l  danl  caral  penyelesaianl  apabilal  pemberianl  tanahl  hibahl  daril  

orangtual  untukl  anaknyal  yangl  masihl  dibawahl  umurl  dilakukanl  tanpal  

sepengetahuanl  ahlil  warisl  lainnyal  sehinggal  ahlil  warisl  yangl  lainl  melakukanl  

gugatan. 

BABl  IV:l  PENUTUP 

Dalaml  babl  inil  berisikanl  : 

Kesimpulan:l  jawabanl  atasl  rumusanl  masalahl  yangl  telahl  dibahas. 

Saran:l  rekomendasil  penelitil  yangl  dil  buatl  berdasarkanl  pengalamanl  danl  

temuanl  padal  saatl  penelitianl  yangl  dil  tunjukanl  kepadal  pihakl  yangl  berkaitanl  

denganl  penelitian. 
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BABl  II 

TINJAUANl  PUSTAKA 

A. Tinjauanl  Tentangl  Peralihanl  Hakl  Milikl  Atasl  Tanah 

1. Pengertianl  Hakl  Milikl  Atasl  Tanah 

Pengertianl  hakl  milikl  olehl  UUPAl  diaturl  dalaml  Pasall  20l  yangl  

berhubunganl  denganl  Pasall  6l  Undangl  -l  Undangl  Nomorl  5l  tahunl  1960l  

tentangl  Peraturanl  Dasarl  Pokokl  -l  Pokokl  Agraria,l  selanjutnyal  disebutl  

UUPAl  yaitu: 

1) Hakl  milikl  adalahl  hakl  turunl  -l  menurun,l  terkuatl  danl  terpenuhl  yangl  

dapatl  dipunyail  orangl  atasl  tanah,l  denganl  mengingatl  bahwal  hakl  itul  

mempunyail  fungsil  sosial. 

2) Hakl  milikl  dapatl  dapatl  beralihl  danl  dialihkanl  kepadal  orangl  lain. 

Istilahl  turunl  menurunl  daril  hakl  milikl  mengandungl  maksudl  bahwal  

hakl  tersebutl  dapatl  diwarisil  olehl  ahlil  warisl  yangl  mempunyail  tanah,l  hall  inil  

berartil  hakl  milikl  tidakl  ditentukanl  olehl  jangkal  waktul  tertentu.l  Sedangkanl  

denganl  istilahl  terkuatl  danl  terpenuh,l  bahwal  hakl  milikl  merupakanl  hakl  

“mutlak,l  takl  terbatasl  danl  tidakl  dapatl  diganggul  gugat”l  yangl  artinyal  hakl  

tersebutl  tidakl  mudahl  hapusl  danl  mudahl  dipertahankanl  terhadapl  gangguanl  

daril  pihakl  lain.l  Istilahl  katal  -l  katal  “terkuatl  danl  terpenuh”l  jugal  bermaksudl  

membedakanl  membedakanl  denganl  hakl  gunal  bangunan,l  hakl  pakail  danl  

lainnyal  sertal  untukl  menunjukkanl  bahwal  diantaral  hakl  -l  hakl  atasl  tanahl  

yangl  lain,l  hakl  miliklahl  yangl  “ter”l  (dalaml  arti:l  paling)l  kuatl  danl  “ter”l  

penuh. 
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Jadi,l  selamal  tidakl  adal  batasanl  -l  batasanl  daril  pihakl  penguasa,l  makal  

wewenangl  daril  seorangl  pemilikl  tanahl  tidakl  terbatas.l  Yangl  artinyal  

seorangl  pemilikl  tanahl  bebasl  mempergunakanl  tanahnya.l  Sifatl  danl  ciril  -l  

ciril  hakl  milik:30 

1) Hakl  milikl  adalahl  hakl  yangl  terkuatl  (Pasall  20l  UUPA)l  sehinggal  harusl  

didaftarkan. 

2) Dapatl  beralih,l  artinyal  dapatl  diwariskanl  kepadal  ahlil  warisnyal  (Pasall  

20l  UUPA). 

3) Dapatl  dialihkanl  kepadal  pihakl  yangl  memenuhil  syaratl  (Pasall  20l  jo.l  

Pasall  26l  UUPA). 

4) Dapatl  menjadil  indukl  daril  hakl  -l  hakl  atasl  tanahl  yangl  lain,l  artinyal  

dapatl  dibebanil  denganl  hakl  -l  hakl  atasl  tanahl  lain,l  yaitul  hakl  gunal  

bangunan,l  hakl  pakai,l  hakl  sewa,l  hakl  gadai,l  hakl  usahal  bagil  hasil,l  danl  

hakl  menumpang.l  Hakl  milikl  sebaliknyal  tidakl  dapatl  berindukl  padal  

hakl  atasl  tanahl  lainnya. 

5) Dapatl  dijadikanl  jaminanl  utangl  denganl  dibebanil  hakl  tanggunganl  

(Pasall  25l  UUPA). 

6) Dapatl  dilepaskanl  olehl  yangl  mempunyail  hakl  atasl  tanahl  (Pasall  27l  

UUPA). 

7) Dapatl  diwakafkanl  (Pasall  49l  ayatl  (3)l  UUPA). 

 
30

l  Adrianl  Sutedi,l  2018,l  Peralihanl  Hakl  Atasl  Tanahl  danl  Pendaftarannya,l  Penerbitl  Sinarl  

Grafika,l  Jakarta,l  hall  61. 
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Hakl  milikl  menurutl  UUPAl  adalahl  hakl  yangl  mempunyail  fungsil  

sosisall  jugal  semual  hakl  atasl  tanahl  lainnyal  (Pasall  6l  UUPA)l  sehinggal  hall  

inil  mengandungl  artil  bahwal  hakl  milikl  atasl  tanahl  tersebutl  dil  sampingl  

hanyal  memberikanl  manfaatl  bagil  pemiliknya,l  harusl  diusahakanl  agarl  

sedapatl  mungkinl  dapatl  bermanfaatl  bagil  orangl  lainl  ataul  kepentinganl  

umuml  bilal  keadaanl  memangl  memerlukan.l  Penggunaanl  hakl  milikl  tersebutl  

tidakl  bolehl  mengganggul  ketertibanl  danl  kepentinganl  umum.31 

2. Subyekl  Hukuml  Hakl  Milikl  atasl  Tanah 

Subyekl  hukuml  hakl  milikl  secaral  tegasl  dirumuskanl  dalaml  Pasall  21l  

ayatl  (1)l  UUPA,l  yaitu:l  “Hanyal  wargal  negaral  Indonesial  dapatl  mempunyail  

hakl  milik”.l  Yangl  berartil  wargal  negaral  asingl  (WNA)l  padal  prinsipnyal  

tidakl  dapatl  mempunyail  hakl  milik. 

Apabilal  seseorangl  disampingl  memilikil  kewarganegaraanl  Indonesial  

jugal  memilikil  kewarganegaraanl  asingl  ataul  biasal  disebutl  denganl  

“berkewarganegaraanl  rangkap”,l  makal  jugal  tidakl  diperkenankanl  

mempunyal  hakl  milik.l  Hakl  tersebutl  sesuail  denganl  Pasall  21l  ayatl  (4)l  

UUPA,l  yaitu:l   

“Selamal  seseorangl  dil  sampingl  kewarganegaraanl  Indonesianyal  

mempunyail  kewarganegaraanl  asingl  makal  ial  tidakl  dapatl  mempunyail  

tanahl  danl  hakl  milikl  danl  baginyal  berlakul  ketentuanl  dalaml  ayatl  (3)l  Pasall  

ini”. 

 
31

l  Ibid. 
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Tetapil  dalaml  Pasall  21l  ayatl  (3)l  UUPA,l  tidakl  menutupl  kemungkinanl  

wargal  negaral  asingl  untukl  memilikil  tanahl  denganl  hakl  milik,l  yaitul  denganl  

perbuatanl  hukuml  dalaml  syaratl  tertentu.l  Wargal  negaral  asingl  tersebutl  

dapatl  memperolehl  hakl  milikl  denganl  cara:l   

1) Peralihanl  statusl  kewarganegaraan. 

2) Percampuranl  hartal  kekayaan. 

3) Pewarisanl  tanpal  wasiat. 

Walaupunl  demikianl  orangl  -l  orangl  asingl  hanyal  dapatl  mempunyail  

tanahl  denganl  hakl  pakail  yangl  luasnyal  terbatas.l  Demikianl  pulal  padal  

dasarnyal  badanl  -l  badanl  hukuml  tidakl  dapatl  mempunyail  hakl  milikl  (Pasall  

21l  ayatl  (2)).l  Adapunl  pertimbanganl  melarangl  badanl  -l  badanl  hukuml  tidakl  

perlul  mempunyail  hakl  milikl  atasl  tanah,l  tetapil  cukupl  hakl  -l  hakl  lainnya,l  

asall  adal  jaminanl  -l  jaminanl  yangl  cukupl  bagil  keperluanl  -l  keperluannyal  

yangl  khususl  (hakl  gunal  usaha,l  hakl  gunal  bangunan,l  hakl  pakail  menurutl  

Pasall  28,l  35l  danl  41).32 

Padal  asasnyal  bahwal  badanl  hukuml  tidakl  dimungkinkanl  untukl  

mempunyail  hakl  milikl  atasl  tanah,l  hall  inil  dikecualikanl  olehl  undangl  –l  

undangl  sertal  peraturanl  lainnya,l  sepertil  dapatl  dilihatl  dalaml  Peraturanl  

Pemerintahl  Nomorl  38l  Tahunl  1963l  tentangl  Penunjukanl  Badanl  -l  Badanl  

Hukuml  yangl  dapatl  memilikil  hakl  milikl  atasl  tanah,l  adalah: 

1) Bankl  -l  bankl  yangl  didirikanl  olehl  negaral  (selanjutnyal  disebutl  bankl  

negara). 

 
32

l  Ibid,l  hal.l  63. 
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2) Perkumpulanl  -l  perkumpulanl  koperasil  pertanianl  yangl  didirikanl  

berdasarkanl  atasl  Undangl  -l  Undangl  nomorl  79l  Tahunl  1958. 

3) Badanl  -l  badanl  keagamaanl  yangl  ditunjukl  olehl  Menteril  Pertanianl  

ataul  Agrarial  setelahl  mendengarl  Menteril  Agama. 

4) Badanl  -l  badanl  sosiall  yangl  ditunjukl  olehl  Menteril  Pertanianl  ataul  

Agrarial  setelahl  mendengarl  Menteril  Sosial. 

Hakl  milikl  yangl  diberikanl  kepadal  badanl  -l  badanl  hukuml  tersebutl  

hanyal  sudahl  dipunyail  sebeluml  berlakunyal  UUPA,l  sedangkanl  sesudahl  

berlakunyal  UUPAl  diberikanlahl  hakl  gunal  bangunanl  ataul  hakl  pakai. 

3. Terjadinyal  Hakl  Milikl  atasl  Tanah 

Terjadinyal  hakl  milikl  atasl  tanahl  merupakanl  rangkaianl  pemberianl  

daril  hakl  atasl  tanahl  yangl  diaturl  dil  dalaml  UUPA,l  yangl  dil  dalaml  Pasall  22l  

UUPAl  disebutkan: 

1) Terjadinyal  hakl  milikl  menurutl  hukuml  adatl  diatul  denganl  Peraturanl  

Pemerintah. 

2) Selainl  menurutl  caral  sebagail  yangl  dimaksudl  dalaml  ayatl  (1)l  pasall  

ini,l  hakl  milikl  terjadil  karena: 

a. Penetapanl  Pemerintah,l  menurutl  caral  danl  syaratl  -l  syaratl  yangl  

ditetapkanl  denganl  Peraturanl  Pemerintah. 

b. Ketentuanl  undangl  -l  undang. 

Terjadinyal  hakl  milikl  menurutl  hukuml  adatl  contohnyal  sepertil  

pembukaanl  tanah.l  Tanahl  yangl  semulal  hutan,l  dibukal  untukl  dikerjakanl  

olehl  seseorang.l  Tetapil  denganl  dibukanyal  tanahl  itul  saja,l  hakl  milikl  atasl  
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tanahl  itul  belumlahl  tercipta.l  Yangl  membukal  tanahl  barul  mempunyail  hakl  

utamal  untukl  menanamil  tanahl  itu.l  Kalaul  tanahl  itul  sudahl  ditanami,l  makal  

terciptalahl  hakl  pakai.l  Hakl  pakail  inil  lamal  kelamaanl  bisal  tumbuhl  menjadil  

hakl  milikl  karenal  usahal  ataul  modall  yangl  ditanaml  olehl  orangl  yangl  

membukal  tanahl  tadi.l  Disinil  hakl  pakail  bisal  tumbuhl  berubahl  menjadil  hakl  

milikl  yangl  sekarangl  diakuil  sebgail  hakl  milikl  menurutl  UUPA.33 

Terjadinyal  hakl  milikl  karenal  ketentuanl  undangl  -l  undangl  yaitul  atasl  

dasarl  ketentuanl  konversil  menurutl  UUPA.l  Semual  hakl  atasl  tanahl  yangl  adal  

sebeluml  tanggall  24l  Septemberl  1960l  diubahl  menjadil  salahl  satul  hakl  yangl  

baru.l  Perubahanl  inil  disebutl  konversi.l  Makal  adal  hakl  -l  hakl  yangl  dikonversil  

menjadil  hakl  milik,l  yaitul  yangl  berasall  dari: 

a. Hakl  eigendoml  kepunyaanl  badanl  -l  badanl  hukuml  yangl  memenuhil  

syarat. 

b. Hakl  eigendom,l  jikal  pemiliknyal  padal  tanggall  24l  Septemberl  1960l  

berkewarganegaraanl  Indonesial  tunggal. 

c. Hakl  milikl  adat,l  hakl  agrarischl  eigendom,l  hakl  grantl  sultanl  danl  yangl  

sejenis,l  jikal  pemiliknyal  padal  tanggall  24l  Septemberl  1960l  

berkewarganegaraanl  Indonesial  tunggal. 

d. Hakl  gogolanl  yangl  bersifatl  tetap. 

Terjadinyal  hakl  milikl  karenal  penetapanl  pemerintahl  memerlukanl  

suatul  proses,l  dimulail  denganl  mengajukanl  permohonanl  kepadal  instansil  

pemerintahl  yangl  mengurasl  tanah,l  selanjutnyal  instansil  tersebutl  

 
33

l  Ibid,l  hal.l  64. 
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mengeluarkanl  suratl  keputusanl  pemberianl  hakl  milikl  kepadal  pemohon.l  

Setelahl  itul  pemohonl  berkewajibanl  untukl  mendaftarkanl  haknyal  tersebutl  

kepadal  kantorl  pertanahanl  tanahl  untukl  dibuatkanl  bukul  tanahl  danl  kepadal  

pemohonl  diberikanl  sertifikatl  yangl  tersdiril  daril  salinanl  bukul  tanahl  danl  

suratl  ukurl  sebagail  buktil  daril  haknyal  tersebut.l  Hakl  milikl  lahirl  padal  waktul  

dibuatkanl  bukul  tanah.34 

4. Peralihanl  Hakl  Milikl  atasl  Tanah 

Hakl  milikl  dapatl  dipindahkanl  haknyal  kepadal  pihakl  lainl  (dialihkan)l  

denganl  caral  juall  beli,l  tukarl  -l  menukar,l  hibah,l  pemberianl  wasiatl  sertal  

perbuatanl  -l  perbuatanl  lainl  yangl  dimaksudkanl  untukl  memindahkanl  hakl  

milik.l  Hall  tersebutl  diaturl  dalaml  UUPAl  Pasall  26l  : 

1) Juall  beli,l  penukaran,l  penghibahan,l  pemberianl  denganl  wasiat,l  

pemberianl  menurutl  adatl  danl  perbuatanl  -l  perbuatanl  lainl  yangl  

dimaksudkanl  untukl  memindahkanl  hakl  milikl  sertal  pengawasannya. 

2) Setiapl  juall  beli,l  penukaran,l  penghibahan,l  pemberianl  denganl  wasiatl  

danl  perbuatanl  -l  perbuatanl  lainl  yangl  dimaskudkanl  untukl  langsungl  

ataul  tidakl  langsungl  memindahkanl  hakl  milikl  kepadal  orangl  asing,l  

kepadal  seorangl  wargal  negaral  yangl  disampingl  kewarganegaraanl  

Indonesianyal  mempunyail  kewarganegaraanl  asingl  ataul  kepadal  

suatul  badanl  hukum,l  kecualil  yangl  ditetapkanl  olehl  pemerintahl  

termasukl  dalaml  UUPAl  Pasall  21l  ayatl  (2),35
l  adalahl  batall  karenal  

 
34

l  Ibid,l  hal.l  65. 
35

l  Rahmadhanil  Azizahl  Nurlaili,l  Wahjuningatil  Edy,l  Problrmatikal  Peralihanl  Hakl  Atasl  

Tanahl  Atasl  Dasarl  Juall  Belil  Dil  Bawahl  Tanganl  Padal  Sertifikatl  Hakl  Milikl  Nomorl  1194l  Dil  
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hukuml  danl  tanahnyal  jatuhl  kepadal  negara,l  denganl  ketentuanl  bahwal  

hakl  -l  hakl  pihakl  lainl  yangl  membebaninyal  tetapl  berlangsungl  sertal  

semual  pembayaranl  yangl  telahl  diterimal  oelhl  pemilikl  tidakl  dapatl  

dituntutl  kembali.36 

Orangl  asingl  danl  badanl  hukuml  padal  dasarnyal  tidakl  dapatl  menjadil  

subjekl  daril  hakl  milik.l  Olehl  karenal  itu,l  peralihanl  hakl  miikl  kepadal  orangl  

asingl  danl  badanl  hukuml  yaitul  batall  dikarenakanl  hukuml  danl  tanahnyal  

jatuhl  kepadal  negara. 

5. Hapusnyal  Hakl  Milik 

Menurutl  UUPAl  Pasall  27,l  hakl  milikl  dapatl  dihapusl  apabila: 

1) Tanahnyal  jatuhl  kepadal  negara: 

a. Karenal  pencabutanl  hakl  berdasarkanl  Pasall  18. 

b. Karenal  penyerahanl  denganl  sukarelal  olehl  pemiliknya. 

c. Karenal  ditelantarkan. 

d. Karenal  ketentuanl  Pasall  21l  ayatl  (3)l  danl  26l  ayatl  (2). 

2) Tanahnyal  musnah 

B. Tinjauanl  Tentangl  Hibah 

1. Pengertianl  Hibah 

Hibahl  ataul  Pemberianl  dalaml  hall  inil  sebenarnyal  termasukl  dalaml  

pengertianl  hukum,l  karenal  mempunyail  ketentuanl  -l  ketentuanl  hukuml  

sendiri.l  Padal  umumnyal  prosesl  beril  memberil  itul  terjadil  secaral  terpisah,l  

 
Kelurahanl  Sidosermol  Kotal  Surabaya,l  Volumel  13,l  Nomorl  1,l  Tahunl  2004,l  Judiciacryl  Jurnall  

Hukuml  danl  Keadilan,l  hal.l  56. 
36

l  Ibid. 
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yaitul  tidakl  terjadil  padal  saatl  yangl  bersamaanl  melainkanl  adal  tenggangl  

waktul  tertentul  sesuail  denganl  suasanal  saatl  itu,l  jadil  sifatl  daril  pemberianl  itul  

adalahl  umum,l  karenal  baikl  pemberil  maupunl  penerimal  tidakl  perlul  

memenuhil  kewajibanl  tertentul  kecualil  adal  kerelaanl  paral  pihakl  danl  tidakl  

melihatl  statusl  individunya. 

Hibahl  tanahl  merupakanl  pemberianl  seseorangl  kepadal  orangl  lainl  

denganl  tidakl  adal  penggantianl  apapunl  danl  dilakukanl  secaral  sukal  rela,l  

tanpal  adal  kontraprestasil  daril  pihakl  penerimal  pemberian,l  danl  pemberianl  

itul  dilangsungkanl  padal  saatl  pemberil  hibahl  masihl  hidup.l  Inil  berbedal  

denganl  wasiat,l  yangl  manal  wasiatl  diberikanl  sesudahl  pewasiatl  meninggall  

dunia.37 

Menurutl  Pasall  1666l  Kitabl  Undangl  -l  Undangl  Hukuml  Perdata:l  

“Hibahl  adalahl  suatul  perjanjianl  denganl  manal  penghibah,l  diwaktul  

hidupnya,l  denganl  cumal  -l  cumal  danl  denganl  tidakl  dapatl  ditarikl  kembali,l  

menyerahkanl  sesuatul  barangl  gunal  keperluanl  penerimal  hibahl  yangl  

menerimal  penyerahanl  itu”. 

Berdasarkanl  rumusanl  dil  atas,l  dapatl  diketahuil  unsurl  –l  unsurl  hibahl  

sebagail  berikut: 

1) Hibahl  merupakanl  perjanjianl  sepihakl  yangl  dilakukanl  denganl  cumal  -

l  cuma.l  Artinya,l  tidakl  adal  kontral  prestasil  daril  pihakl  penerimal  hibah. 

 
37

l  Chairumanl  Pasaribul  danl  Suhrawadil  Kl  Lubis,l  1996,l  Hukuml  Perjanjianl  Dalaml  Islam,l  

Sinarl  Grafikal  Cetakanl  Kedua,l  Jakarta,l  hal.l  113. 
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2) Dalaml  hibahl  selalul  disyaratkanl  bahwal  penghibahl  mempunyail  

maksudl  untukl  menguntungkanl  pihakl  yangl  diberil  hibah. 

3) Objekl  perjanjianl  hibahl  adalahl  segalal  macaml  hartal  bendal  milikl  

penghibah,l  baikl  berwujudl  maupunl  tidakl  berwujud,l  bendal  tetapl  

maupunl  bendal  bergerak,l  termasukl  jugal  segalal  macaml  piutangl  

penghibah. 

4) Hibahl  tidakl  dapatl  ditarikl  kembali. 

5) Penghibahanl  harusl  dilakukanl  padal  waktul  penghibahl  masihl  hidup. 

6) Hibahl  harusl  dilakukanl  denganl  aktal  notaris. 

Meskipunl  hibahl  sebagail  perjanjianl  sepihakl  yangl  menurutl  

rumusannyal  dalaml  Pasall  1666l  Kitabl  Undangl  -l  Undangl  Hukuml  Perdatal  

tidakl  dapatl  ditarikl  kembali,l  melainkanl  atasl  persetujuanl  pihakl  penerimal  

hibah,l  akanl  tetapil  dalaml  Pasall  1688l  Kitabl  Undangl  –l  Undangl  Hukuml  

Perdatal  dimungkinkanl  bahwal  hibahl  dapatl  ditarikl  kembalil  ataul  bahkanl  

dihapuskanl  olehl  penghibah,l  yaitu: 

1) Karenal  syaratl  –l  syaratl  resmil  untukl  penghibahanl  tidakl  dipenuhi. 

2) Jikal  orangl  yangl  diberil  hibahl  telahl  bersalahl  melakukanl  ataul  

membantul  melakukanl  kejahatanl  lainl  terhadapl  penghibah. 

3) Apabilal  penerimal  hibahl  menolakl  memberil  nafkahl  ataul  tunjanganl  

kepadal  penghibah,l  setelahl  penghibahl  jatuhl  miskin. 

Apabilal  penarikanl  ataul  penghapusanl  hibahl  inil  terjadi,l  makal  segalal  

macaml  barangl  yangl  telahl  dihibahkanl  harusl  segeral  dikembalikanl  kepadal  
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penghibahl  dalaml  keadaanl  bersihl  daril  bebanl  -l  bebanl  yangl  melekatl  diatasl  

barangl  tersebut. 

Hibahl  dalaml  Kitabl  Undangl  -l  Undangl  Hukuml  Perdatal  bersumberl  

padal  Pasall  1666l  yangl  dinyatakanl  bahwal  hibahl  adalahl  suatul  perjanjianl  

denganl  manal  penghibah,l  padal  waktul  hidupnya,l  denganl  cumal  –l  cumal  danl  

denganl  tidakl  dapatl  ditarikl  kembali,l  menyerahkanl  sesuatul  bendal  gunal  

keperluanl  penerimal  hibahl  yangl  menerimal  penyerahanl  itu.l  Undangl  –l  

Undangl  tidakl  mengakuil  lainl  –l  lainl  hibahl  selainl  hibahl  -l  hibahl  diantaral  

orangl  –l  orangl  yangl  masihl  hidup,38
l  danl  dalaml  Pasall  1667l  Kitabl  Undangl  -l  

Undangl  Hukuml  Perdatal  menyebutkan,l  bahwal  hibahl  hanyalahl  mengenail  

bendal  –l  bendal  yangl  sudahl  ada,l  jikal  hibahl  itul  meliputil  bendal  –l  bendal  yangl  

barul  akanl  adal  kemudianl  haril  makal  hibahnyal  adalahl  batal.39 

Penghibahanl  inil  digolongkanl  padal  apal  yangl  dinamakanl  perjanjianl  

“denganl  cumal  -l  cuma”l  dalaml  bahasanl  Belanda:l  “oml  niet”l  dimanal  

perkataanl  denganl  cumal  -l  cumal  itul  ditujukanl  padal  hanyal  adanyal  prestasil  

daril  satul  pihakl  saja,l  sedangl  pihakl  yangl  lainl  tidakl  perlul  memberikanl  

kontral  prestasil  sebagail  imbalan.l  Perjanjianl  yangl  demikianl  jugal  

dinamakanl  perjanjianl  sepihakl  “unilateral”l  sebagail  lawanl  daril  perjanjianl  

bertimball  balikl  “bilateral”.l  Perjanjianl  yangl  banyakl  tentunyal  adalahl  

bertimball  balik,l  karenal  yangl  laziml  adalahl  bahwal  orangl  menyanggupil  

suatul  prestasil  karenal  akanl  menerimal  suatul  kontral  prestasi. 

 
38

l  R.l  Subekti,l  R.l  Tjitrosudibio,l  1979,l  Op.cit,l  hal.l  436 
39

l  R.l  Subekti,l  R.l  Tjitrosudibio,l  Ibid. 
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Penghibahanl  hanyalahl  dapatl  mengenail  barangl  -l  barangl  yangl  sudahl  

ada.l  Jikal  meliputil  barangl  -l  barangl  yangl  barul  akanl  adal  dikemudianl  hari,l  

makal  sekedarl  mengenail  itul  hibahnyal  adalahl  batal.l  Berdasarkanl  ketentuanl  

inil  makal  jikal  yangl  dihibahkanl  suatul  barangl  yangl  sudahl  ada,l  bersamal  -l  

samal  denganl  suatul  barangl  lainl  yangl  barul  akanl  adal  dikemudianl  hari,l  

penghibahanl  yangl  mengenail  barangl  yangl  pertamal  adalahl  sah,l  tetapil  

mengenail  barangl  yangl  kedual  adalahl  tidakl  sah. 

Hibahl  Tanahl  sebeluml  lahirnyal  Peraturanl  Pemerintahl  Nomorl  18l  

tahunl  2021l  atasl  perubahanl  Peraturanl  Pemerintahl  Nomorl  24l  tahunl  1997,l  

bagil  merekal  yangl  tundukl  kepadal  Kitabl  Undangl  -l  Undangl  Hukuml  Perdatal  

harusl  dibuatl  dalaml  bentukl  tertulisl  daril  Notaris,l  hibahl  tanahl  yangl  tidakl  

dibuatl  olehl  Notarisl  tidakl  memilikil  kekuatanl  hukum,l  merekal  yangl  tundukl  

padal  hukuml  adatl  dapatl  membuatnyal  dil  bawahl  tangan,l  tetapil  prosesl  dil  

Kantorl  Pertanahanl  harusl  dibuatl  denganl  aktal  PPATl  (Pejabatl  Pembuatl  

Aktal  Tanah).40 

Hibahl  tanahl  setelahl  lahirnyal  Peraturanl  Pemerintahl  Nomorl  19l  tahunl  

2021l  atasl  perubahanl  Peraturanl  Pemerintahl  Nomorl  24l  tahunl  1997,l  harusl  

dilakukanl  denganl  Aktal  PPATl  (Pejabatl  Pembuatl  Aktal  Tanah),l  selainl  itu,l  

dalaml  pembuatanl  aktal  hibahl  perlul  diperhatikanl  objekl  yangl  akanl  

dihibahkan,l  karenal  dalaml  Peraturanl  Pemerintahl  Nomorl  10l  tahunl  1961l  

ditentukanl  bahwal  untukl  objekl  hibahl  tanahl  harusl  dibuatl  aktal  hibahl  olehl  

 
40

l  Effendil  Perangin,l  1990,l  Mencegahl  Sengketal  Tanah,l  Rajawalil  Cetakanl  Kedua,l  Jakarta,l  

hal.l  46. 
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Pejabatl  Pembuatl  Aktal  Tanahl  (PPAT)l  akanl  tetapil  apabilal  objekl  tersebutl  

selainl  daril  tanahl  objekl  hibahl  bendal  bergerakl  makal  ketentuanl  dalaml  Kitabl  

Undangl  -l  Undangl  Hukuml  Perdatal  digunakanl  sebagail  dasarl  pembuatanl  

aktal  hibah,l  yaitul  dibuatl  danl  ditandatanganil  Notaris.l  Diaturl  dalaml  Pasall  

1687l  Kitabl  Undangl  -l  Undangl  Hukuml  Perdatal  yangl  ditunjukl  berbunyi: 

“Pemberianl  -l  pemberianl  bendal  -l  bendal  bergerakl  yangl  bertubuhl  

ataul  suratl  –l  suratl  penagihanl  utangl  kepadal  penunjukl  daril  tanganl  satul  kel  

tanganl  lainl  tidakl  memerlukanl  suatul  akta,l  danl  adalahl  sahl  denganl  

penyerahanl  belakal  kepadal  penerimal  hibahl  ataul  kepadal  seorangl  pihakl  

ketigal  yangl  menerimal  pemberianl  itul  atasl  namal  penerimal  hibah”. 

Kekuatanl  hukuml  aktal  hibahl  terletakl  padal  fungsil  aktal  otentikl  itul  

sendiril  yaknil  sebagail  alatl  buktil  yangl  sahl  menurutl  undang-undangl  (Pasall  

1682,l  1867l  danl  Pasall  1868l  Kitabl  Undangl  -l  Undangl  Hukuml  Perdata)l  

sehinggal  hall  inil  merupakanl  akibatl  langsungl  yangl  merupakanl  keharusanl  

daril  ketentuanl  perundangl  -l  undangan,l  bahwal  harusl  adal  aktal  -l  aktal  

ontentikl  sebagail  alatl  pembuktian. 

Hall  -l  hall  yangl  membatalkanl  aktal  hibahl  telahl  dijelaskanl  dalaml  Pasall  

1688l  Kitabl  Undangl  -l  Undangl  Hukuml  Perdata,l  suatul  hibahl  tidakl  dapatl  

ditarikl  kembalil  maupunl  dihapuskanl  karenanya,l  melainkanl  dalaml  hal-hall  

berikut: 

1) Karenal  tidakl  dipenuhil  syaratl  -l  syaratl  denganl  manal  penghibahanl  

telahl  dilakukan. 
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2) Jikal  penerimal  hibahl  telahl  bersalahl  melakukanl  ataul  membantul  

melakukanl  kejahatanl  yangl  bertujuanl  mengambill  jiwal  penghibahl  

ataul  suatul  kejahatanl  lainl  terhadapl  penghibah. 

3) Jikal  menolakl  memberikanl  tunjanganl  nafkahl  kepadal  penghibah,l  

setelahl  penghibahl  jatuhl  dalaml  kemiskinan, 

Namuml  demikian,l  tidakl  diaturl  denganl  jelasl  batasanl  jumlahl  harta,l  

benda,l  barangl  yangl  dapatl  dihibahkanl  sehinggal  jugal  perlul  melihatl  bagianl  

kedual  daril  Kitabl  Undangl  -l  Undangl  Hukuml  Perdatal  khususnyal  pasall  -l  

pasall  yangl  memuatl  ketentuanl  tentangl  batasanl  legitimel  portie. 

Menurutl  pendapatl  Kansil,l  hibahl  adalahl  suatul  perjanjianl  dimanal  

pihakl  pertamal  akanl  menyerahkanl  suatul  bendal  karenal  kebaikannyal  

kepadal  pihakl  lainl  yangl  menerimal  kebaikannyal  itu.41
l  Menurutl  R.l  Subekti,l  

hibahl  ataul  diartikanl  sebagail  pemberianl  “Schenking”l  ialahl  perjanjianl  

“obligator”,l  dimanal  pihakl  yangl  satul  menyanggupil  denganl  cumal  –l  cumal  

“oml  niet”l  denganl  secaral  mutlakl  “onnerroepelijk”l  memberikanl  suatul  

bendal  padal  pihakl  yangl  lainnyal  yaitul  pihakl  yangl  menerimal  pemberianl  itu.l  

Sebagail  suatul  perjanjian,l  pemberianl  itul  seketikal  mengikatl  danl  tidakl  dapatl  

dil  tarikl  kembalil  begitul  sajal  menurutl  kehendakl  satul  pihak.42 

Pengertianl  hibahl  yangl  lebihl  rincil  danl  komprehensifl  dikemukakanl  

mazhabl  Hambalil  yaitul  pemilikanl  hartal  daril  seseorangl  kepadal  orangl  lainl  

yangl  mengakibatkanl  orangl  yangl  diberil  bolehl  melakukanl  tindakanl  hukuml  

 
41

l  C.S.T.l  Kansil,l  2002,l  Pengantarl  Ilmul  Hukuml  Danl  Tatal  Hukuml  Indonesia,l  Balail  

Pustaka,l  Jakarta,l  hal.l  252. 
42

l  R.l  Subekti,l  Op.Cit.,l  hal.l  95. 
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terhadapl  hartal  itu,l  baikl  hartal  itul  tertentul  maupunl  tidak,l  bendanyal  adal  danl  

bolehl  diserahkanl  yangl  penyerahannyal  dilakukanl  ketikal  pemberil  masihl  

hidup,l  tanpal  mengharapkanl  imbalan.43 

Pengertianl  hibahl  tidakl  terlepasl  daril  pengaruhl  suatul  hukum,l  sebabl  

konsepsil  mengenail  hibahl  itul  sendiril  adalahl  perwujudanl  –l  perwujudanl  

yangl  beranekaragamanl  sifatnya.l  Hibahl  yangl  mempunyail  artil  pemberianl  

yaitul  suatul  persetujuanl  pemberianl  barangl  yangl  didasarkanl  rasal  tanggungl  

jawabl  antarl  sesamel  danl  dilaksanakanl  denganl  penuhl  keikhlasanl  tanpal  

pamrihl  apapun. 

2. Subjekl  danl  Objekl  Hibah 

Hibahl  adalahl  perjanjianl  dimanal  pemberil  hibahl  semasal  hidupnyal  

denganl  cumal  -l  cumal  danl  tidakl  dapatl  ditarikl  kembalil  memberil  sebuahl  

bendal  kepadal  penerimal  hibahl  yangl  menerimal  pemberianl  itu.l  Berkaitanl  

denganl  hibahl  ini,l  terdapatl  beberapal  hall  yangl  perlul  diperhatikan,l  yaitu: 

1) Hibahl  yaitul  perjanjianl  sepihakl  yangl  dilakukanl  olehl  penghibahl  

Ketikal  hidupnyal  untukl  memberikanl  sesuatul  barangl  denganl  cumal  -l  

cumal  kepadal  penerimal  hibah. 

2) Hibahl  harusl  dilakukanl  antaral  orangl  yangl  masihl  hidup. 

3) Hibahl  harusl  dilakukanl  denganl  aktal  notaris,l  apabilal  tidakl  denganl  

aktal  notaris,l  makal  hibahl  batal. 

 
43

l  Machduml  Ilham,l  Pengertianl  Wasiatl  danl  Hibah,l  7l  Aprill  2013,l  

http://ilhammachdum.blogspot.com/2013/04/pengertian-wasiat-dan-hibah.html?m=1,l  diaksesl  padal  

tanggall  08l  Julil  2024. 

 

http://ilhammachdum.blogspot.com/2013/04/pengertian-wasiat-dan-hibah.html?m=1
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4) Hibahl  antaral  suamil  istril  selamal  dalaml  perkawinanl  dilarang,l  kecualil  

jikal  yangl  dihibahkanl  itul  bendal  -l  bendal  bergerakl  yangl  harganyal  

tidakl  terlampaul  mahal. 

Dapatl  diketahuil  unsurl  -l  unsurl  hibahl  sebagail  berikut: 

1) Hibahl  merupakanl  perjanjianl  sepihakl  yangl  dilakukanl  denganl  cumal  -

l  cuma.l  Artinya,l  tidakl  adal  kontral  prestasil  daril  pihakl  penerimal  hibah. 

2) Dalaml  hibahl  selalul  disyaratkanl  bahwal  penghibahl  mempunyail  

maksudl  untukl  menguntungkanl  pihakl  yangl  diberil  hibah. 

3) Objekl  perjanjianl  hibahl  adalahl  segalal  macaml  hartal  bendal  milikl  

penghibah,l  baikl  berwujudl  maupunl  tidakl  berwujud,l  bendal  tetapl  

maupunl  bendal  bergerak,l  termasukl  jugal  segalal  macaml  piutangl  

penghibah. 

4) Hibahl  tidakl  dapatl  ditarikl  kembali. 

5) Penghibahanl  harusl  dilakukanl  padal  waktul  penghibahl  masihl  hidup. 

6) Hibahl  harusl  dilakukanl  denganl  aktal  notaris. 

Perjanjianl  sepihakl  karenal  hanyal  satul  pihakl  yangl  memberikanl  

prestasil  (pemberil  hibah)l  tidakl  memberikanl  kontral  prestasi.l  Perjanjianl  

sepihakl  inil  ditunjukkanl  denganl  katal  cumal  -l  cumal  artinyal  pihakl  penerimal  

hibahl  adal  dual  motif,l  motifl  tidakl  melakukanl  perananl  penting,l  baikl  motifl  

sebagail  doronganl  untukl  memberikanl  sesuatul  kepadal  orangl  lainl  maupunl  

motifl  yangl  kurangl  baik.44 

 
44

l  Rochayatunl  Umi,l  Hibah,l  13l  Januaril  2014,l  

http://umirochayatun.blogspot.com/2014/01/hibah.html?m=1,l  diaksesl  padal  tanggall  08l  Julil  2024. 

http://umirochayatun.blogspot.com/2014/01/hibah.html?m=1
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Dalaml  hukuml  dijelaskanl  bahwal  setiapl  orangl  dapatl  menjadil  subjekl  

hukum,l  tetapil  menurutl  ketentuanl  undangl  -l  undangl  adal  subjekl  hukuml  

yangl  tidakl  sempurnal  artinyal  bahwal  subjekl  hukuml  itul  hanyal  mempunyail  

kehendak,l  tetapil  tidakl  mampul  untukl  menuangkanl  kehendaknyal  dil  dalaml  

perbuatanl  hukum,l  merekal  -l  merekal  itul  adalah:l  orangl  -l  orangl  yangl  beluml  

dewasal  ataul  anakl  dil  bawahl  umur,l  orangl  dewasal  tetapil  tidakl  mampul  

berbuatl  (gila),l  danl  wanital  dalaml  perkawinan.45
l  Objekl  hibahl  salahl  satul  

nyal  yaitul  bendal  tidakl  bergerakl  sepertil  tanah. 

Tanahl  mempunyail  artil  pentingl  dalaml  kehidupanl  bangsal  Indonesial  

danl  mengingatl  Indonesial  masihl  merupakanl  Negaral  agraris,l  sehinggal  

kepastianl  keberadaanl  tanahl  haruslahl  dil  dukungl  olehl  kepastianl  suratl  -l  

suratl  ataul  dokumenl  yangl  sah,l  dimanal  denganl  adanyal  kepastianl  tersebutl  

akanl  menjadikanl  ketenanganl  bagil  pemilikl  untukl  memanfaatkannya. 

Obyekl  hibahl  adalahl  bendal  -l  bendal  ataul  barangl  –l  barangl  yangl  

diperjanjikanl  untukl  diberikanl  ataul  diserahkanl  secaral  cumal  -l  cumal  dil  

dalaml  perjanjianl  hibah.l  Menurutl  Kitabl  Undangl  -l  Undangl  Hukuml  Perdatal  

barangl  dibedakanl  menjadil  dual  yaitu: 

1) Barangl  Tidakl  Bergerakl  Pasall  506l  Kitabl  Undangl  -l  Undangl  Hukuml  

Perdatal  menyatakanl  bahwal  kebendaanl  tidakl  bergerakl  adalah: 

a. Tanahl  pekaranganl  danl  apal  yangl  didirikanl  diatasnya. 

b. Penggilingan,l  kecualil  yangl  dibicarakanl  dalaml  Pasall  510. 

 
45

l  R.l  Subekti.l  Op.Cit.,l  hal.l  41. 



 
 

53 
 

c. Pohonl  danl  tanamanl  ladangl  yangl  denganl  akarnyal  menancapl  

dalaml  tanah,l  buahl  pohonl  yangl  beluml  petik,l  demikianl  pulal  

barangl  -l  barangl  tambangl  sepertil  batul  bara,l  sampahl  baral  danl  

sebagainyal  selamal  bendal  itul  beluml  terpisahl  danl  digalil  daril  tanah. 

d. Kayul  tebanganl  daril  hutanl  danl  kayul  daril  pohonl  –l  pohonl  yangl  

berbatangl  tinggil  selamal  kayul  tersebutl  beluml  ditebang. 

e. Pipal  -l  pipal  danl  got-gotl  yangl  diperuntukanl  gunal  menyalurkanl  airl  

daril  rumahl  ataul  pekaranganl  danl  padal  umumnyal  segalal  sesuatul  

yangl  tertancapl  dalaml  perkaranganl  ataul  tepakul  dalaml  bangunanl  

rumah. 

2) Barangl  bergerakl  Barangl  bergerakl  dapatl  dibedakanl  menjadil  dual  

yaitu: 

a. Barangl  bergerakl  yangl  berwujud,l  yaitul  setiapl  bendal  yangl  dapatl  

berpindahl  sendiril  ataul  dipindahkanl  daril  suatul  tempatl  kel  tempatl  

yangl  lain,l  tanpal  mengubahl  wujud,l  bentukl  danl  kegunaanl  bagil  

bendal  tersebutl  sebagail  satul  kesatuan. 

b. Barangl  bergerakl  tidakl  berwujud,l  yaitul  segalal  hakl  ataul  penagihanl  

atasl  barangl  tidakl  bergerak. 

3. Pengaturanl  Hibah 

Hibahl  adalahl  salahl  satul  peralihanl  hakl  milikl  yangl  telahl  dil  aturl  

dalaml  Kitabl  Undangl  -l  Undangl  Hukuml  Perdata.l  Pengertianl  hibahl  

sebagaimanal  dijelaskanl  dalaml  ketentuanl  Pasall  1666l  Kitabl  Undangl  -l  

Undangl  Hukuml  Perdatal  adalahl  suatul  persetujuan,l  denganl  manal  seorangl  
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penghibahl  menyerahkanl  suatul  barangl  secaral  cumal  -l  cuma,l  tanpal  dapatl  

menariknyal  kembali,l  untukl  kepentinganl  seseorangl  yangl  menerimal  

penyerahanl  barangl  itu. 

Dalaml  melaksanakanl  hibahl  kital  harusl  berdasarkanl  hukuml  yangl  

berlakul  danl  melaksanakannyal  sesuail  denganl  ketentuanl  hukuml  yangl  ada.l  

Adapunl  peraturanl  tentangl  hibahl  yaitu:l  Kitabl  Undangl  –l  Undangl  Hukuml  

Perdatal  Bukul  Ketigal  Babl  Xl  Tentangl  Penghibahan,l  Undangl  –l  Undangl  

Nomorl  5l  Tahunl  1960l  Tentangl  Peraturanl  Dasarl  Pokokl  –l  Pokokl  Agrarial  

Pasall  26,l  danl  Peraturanl  Menteril  Agrarial  danl  Tatal  Ruangl  ataul  kepalal  

Badanl  Pertanahanl  Nasionall  Republikl  Indonesial  Nomorl  18l  Tahunl  2021l  

Pasall  94. 

Dalaml  Kitabl  Undangl  –l  Undangl  Hukuml  Perdaral  Babl  Xl  Tentangl  

Penghibahanl  inil  berisikanl  tentangl  pengertianl  danl  ketentuanl  umuml  

tentangl  hibah,l  kemampuanl  untukl  memberikanl  danl  menerimal  hibah,l  caral  

menghibahkanl  sesuatu,l  sertal  pencabutanl  danl  pembatalanl  hibah.l  Untukl  

pelaksanaanl  hibahl  itul  sendiril  dil  dukungl  denganl  adanyal  Undangl  -l  Undangl  

Nomorl  5l  Tahunl  1960l  Tentangl  Peraturanl  Dasarl  Pokokl  –l  Pokokl  Agrarial  

Pasall  26l  ayatl  (1)l  danl  (2)l  yangl  berbunyi: 

1) Juall  beli,l  penukaran,l  penghibahan,l  pemberianl  hibahl  wasiat,l  

pemberianl  menurutl  adatl  danl  perbuatanl  -l  perbuatanl  lainl  yangl  

dimaksudkanl  untukl  memindahkanl  hakl  milikl  sertal  pengawasannyal  

diaturl  denganl  Peraturanl  Pemerintah. 
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2) Setiapl  juall  beli,l  penukaran,l  penghibahan,l  pemberianl  denganl  wasiatl  

danl  perbuatanl  –l  perbuatanl  lainl  yangl  dimaksudkanl  untukl  langsungl  

ataul  tidakl  langsungl  memindahkanl  hakl  milikl  kepadal  orangl  asing,l  

kepadal  seorangl  warganegaral  yangl  disampingl  kewarganegaraanl  

Indonesianyal  mempunyail  kewarganegaraanl  asingl  ataul  kepadal  

suatul  badanl  hukum,l  kecualil  yangl  ditetapkanl  olehl  Pemerintahl  

termaksudl  dalaml  Pasall  21l  ayatl  (2),l  adalahl  batal. 

Padal  Peraturanl  Menteril  Agrarial  danl  Tatal  Ruangl  ataul  kepalal  Badanl  

Pertanahanl  Nasionall  Republikl  Indonesial  Nomorl  18l  Tahunl  2021l  Pasall  94l  

berbunyi: 

“Pemeliharaanl  datal  pendaftaranl  tanahl  dilaksanakanl  denganl  

pendaftaranl  perubahanl  datal  fisikl  ataul  datal  yuridisl  objekl  pendaftaranl  

tanahl  yangl  telahl  terdaftarl  denganl  mencatatnyal  dil  dalaml  daftarl  umuml  

sesuail  denganl  ketentuanl  dil  dalaml  peraturanl  inil  Perubahanl  datal  yuridisl  

sebagaimanal  dimaksudl  adalahl  peralihanl  hakl  karenal  juall  beli,l  tukarl  

menukar,l  hibah,l  pemasukanl  dalaml  perusahaan,l  danl  perbuatanl  hukuml  

pemindahanl  hakl  lainnya.” 

4. Caral  Melakukanl  Hibah 

Dil  dalaml  hukuml  positif,l  mengenail  hibahl  diaturl  dalaml  Pasall  1666-

Pasall  1693l  Kitabl  Undangl  -l  Undangl  Hukuml  Perdata.l  Pengertianl  hibahl  

terdapatl  dalaml  Pasall  1666l  Kitabl  Undangl  -l  Undangl  Hukuml  Perdata,l  yaitul  

suatul  persetujuan,l  denganl  manal  seorangl  penghibahl  menyerahkanl  suatul  
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barangl  secaral  cumal  -l  cuma,l  tanpal  dapatl  menariknyal  kembali,l  untukl  

kepentinganl  seseorangl  yangl  menerimal  penyerahanl  barangl  itu. 

Syaratl  danl  tatal  caral  hibahl  berdasarkanl  Kitabl  Undangl  -l  Undangl  

Hukuml  Perdata,l  sebagail  berikut: 

1) Pemberil  hibahl  harusl  sudahl  dewasa,l  yaknil  cakapl  menurutl  hukum,l  

kecualil  dalaml  hakl  yangl  ditetapkanl  dalaml  babl  kel  tujuhl  daril  bukul  kel  

satul  Kitabl  Undangl  –l  Undangl  Hukuml  Perdatal  (Pasall  1667l  Kitabl  

Undangl  -l  Undangl  Hukuml  Perdata). 

2) Suatul  hibahl  harusl  dilakukanl  denganl  suatul  aktal  Notarisl  yangl  aslinyal  

disimpanl  olehl  Notarisl  (Pasall  1682l  Kitabl  Undangl  -l  Undangl  Hukuml  

Perdata). 

3) Suatul  hibahl  mengikatl  penghibahl  ataul  menerbitkanl  suatul  akibatl  

mulail  daril  penghibahanl  denganl  katal  -l  katal  yangl  tegasl  yangl  diterimal  

olehl  penerimal  hibahl  (Pasall  1683l  Kitabl  Undangl  -l  Undangl  Hukuml  

Perdata). 

4) Penghibahanl  kepadal  orangl  yangl  beluml  dewasal  yangl  beradal  dil  

bawahl  kekuasaanl  orangl  tual  harusl  diterimal  olehl  orangl  yangl  

melakukanl  kekuasaanl  orangl  tual  (Pasall  1685l  Kitabl  Undangl  -l  

Undangl  Hukuml  Perdata). 

Sebeluml  lahirnyal  Peraturanl  Pemerintahl  Nomorl  16l  Tahunl  2021l  

perubahanl  atasl  Peraturanl  Pemerintahl  Nomorl  24l  Tahunl  1997l  tentangl  

Pendaftaranl  Tanah,l  bagil  merekal  yangl  tundukl  kepadal  Kitabl  Undangl  -l  

Undangl  Hukuml  Perdata,l  aktal  hibahl  harusl  dibuatl  dalaml  bentukl  tertulisl  
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daril  Notarisl  sebagaimanal  yangl  disebutkanl  diatas,l  namun,l  setelahl  lahirnyal  

Peraturanl  Pemerintahl  Nomorl  18l  Tahunl  2021l  perubahanl  atasl  Peraturanl  

Pemerintahl  Nomorl  24l  Tahunl  1997l  tentangl  Pendaftaranl  Tanah,l  setiapl  

pemberianl  hibahl  tanahl  danl  bangunanl  harusl  dilakukanl  denganl  aktal  

Pejabatl  Pembuatl  Aktal  Tanahl  (PPAT). 

Mengenail  bentuk,l  isil  danl  caral  pembuatanl  aktal  -l  aktal  PPATl  

(termasukl  aktal  hibah)l  terdapatl  dalaml  Peraturanl  Menteril  Agrarial  danl  Tatal  

Ruangl  ataul  Kepalal  Badanl  Pertanahanl  Nasionall  Republikl  Indonesial  

Nomorl  18l  Tahunl  2021l  Tentangl  Perubahanl  Atasl  Peraturanl  Menteril  

Negaral  Agraria/Kepalal  Badanl  Pertanahanl  Nasionall  Nomorl  24l  Tahunl  

1997l  tentangl  Pendaftaranl  Tanah.46 

5. Caral  Hapusnyal  Hibah 

Pasall  1666l  Kitabl  Undangl  -l  Undangl  Hukuml  Perdatal  menyatakanl  

bahwal  suatul  hibahl  tidakl  dapatl  ditarikl  kembali.l  Penghibahanl  tidakl  bolehl  

diperjanjikanl  sejakl  semulal  danl  penghibahl  tidakl  dapatl  menarikl  hibahnyal  

tanpal  izinl  penerimal  hibah.l  Penarikanl  kembalil  suatul  hibahl  hanyal  

dimungkinkanl  apabilal  terdapatl  persetujuanl  antaral  kedual  belahl  pihak,l  hall  

inil  berbedal  denganl  hibahl  wasiatl  yangl  sewaktul  -l  waktul  dapatl  dicabut,l  ataul  

ditarikl  kembalil  selamal  pewarisl  masihl  hidup. 

Penarikanl  suatul  hibahl  dimungkinkanl  apabilal  terdapatl  persetujuanl  

antaral  kedual  belahl  pihakl  karenal  hall  inil  sesuail  denganl  ketentuanl  yangl  

 
46

l  Pramestil  Jatal  Ayul  Tri,l  Simak!2l  Langkahl  Hibahl  Tanahl  danl  Bangunanl  Kel  Keluarga,l  

22l  Januaril  2021,l  https://www.hukumonline.com/klinik/a/simak-2-langkah-hibah-tanah-dan-

bangunan-ke-keluarga-lt51e582b1ad14c/,l  diaksesl  padal  tanggall  10l  Julil  2024. 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/simak-2-langkah-hibah-tanah-dan-bangunan-ke-keluarga-lt51e582b1ad14c/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/simak-2-langkah-hibah-tanah-dan-bangunan-ke-keluarga-lt51e582b1ad14c/
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terdapatl  dalaml  Pasall  1338l  ayatl  (2)l  Kitabl  Undangl  -l  Undangl  Hukuml  

Perdatal  yangl  menyatakanl  bahwal  semual  persetujuanl  yangl  dibuatl  secaral  

sahl  berlakul  sebagail  undang-undangl  bagil  merekal  yangl  membuatnya.l  

Persetujuanl  –l  persetujuanl  itul  tidakl  dapatl  ditarikl  kembali,l  selainl  denganl  

sepakatl  kedual  belahl  pihakl  ataul  karenal  alasanl  -l  alasanl  yangl  olehl  undangl  -

l  undangl  dinyatakanl  cukupl  untukl  kemungkinanl  itu. 

Penarikanl  suatul  hibahl  dimungkinkanl  apabilal  terdapatl  persetujuanl  

antaral  kedual  belahl  pihakl  karenal  hall  inil  sesuail  denganl  ketentuanl  yangl  

terdapatl  dalaml  Pasall  1338l  ayatl  (2)l  Kitabl  Undangl  -l  Undangl  Hukuml  

Perdatal  yangl  menyatakanl  bahwal  semual  persetujuanl  yangl  dibuatl  secaral  

sahl  berlakul  sebagail  undangl  -l  undangl  bagil  merekal  yangl  membuatnya.l  

Persetujuanl  -l  persetujuanl  itul  tidakl  dapatl  ditarikl  kembali,l  selainl  denganl  

sepakatl  kedual  belahl  pihakl  ataul  karenal  alasanl  –l  alasanl  yangl  olehl  undangl  -

l  undangl  dinyatakanl  cukupl  untukl  kemungkinanl  itu. 

Kemungkinanl  itul  diberikanl  dalaml  Pasall  1688l  Kitabl  Undangl  -l  

Undangl  Hukuml  Perdatal  berupal  tigal  hal,l  yaitu: 

1) Apabilal  penerimal  hibahl  tidakl  memenuhil  syaratl  –l  syaratl  yangl  

ditentukanl  dalaml  Penghibahan. 

Maksudl  daril  ketentuanl  dil  atasl  adalahl  bahwal  adal  syaratl  dalaml  

penghibahanl  yangl  tidakl  terpenuhil  olehl  penerimal  hibah,l  misalnal  

bahwal  penerimal  hibahl  merupakanl  orangl  yangl  tidakl  cakapl  hukuml  

untukl  dapatl  menerimal  suatul  penghibahan,l  ataul  bahwal  penerimal  
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hibahl  beluml  ataul  tidakl  adal  padal  saatl  penghibahanl  dilakukanl  (telahl  

meninggall  dunial  ataul  beluml  dilahirkan). 

2) Jikal  penerimal  hibahl  telahl  terlibatl  bersalahl  ataul  memberikanl  

bantuanl  tindakl  pidanal  yangl  mengancaml  jiwal  pemberil  hibah,l  ataul  

berupal  kejahatanl  lainl  yangl  diancaml  undangl  -l  undangl  denganl  

hukumanl  pidana,l  baikl  yangl  berupal  kejahatanl  ataul  pelanggaran. 

Maksudl  daril  ketentuanl  inil  adalahl  suatul  hibahl  dapatl  ditarikl  kembalil  

olehl  penerimal  hibah,l  apabilal  pihakl  penerimal  hibahl  telahl  melakukanl  

perbuatanl  -l  perbuatanl  ataupunl  memberikanl  bantuanl  dalaml  hall  

perbuatanl  yangl  dapatl  mengancaml  keselamatanl  danl  jiwal  daril  

pemberil  hibah,l  ataul  perbuatanl  -l  perbuatanl  lainl  yangl  melanggarl  

undangl  –l  undangl  danl  dapatl  diancaml  denganl  hukumanl  pidana. 

3) Apabilal  pemberil  hibahl  jatuhl  miskin,l  danl  penerimal  hibahl  engganl  

memberil  bantuanl  nafkahl  kepadanya.l  Pemberil  nafkahl  dalaml  hall  inil  

bukanl  merupakanl  kewajibanl  danl  jumlahnyal  tidakl  ditentukan,l  akanl  

tetapil  adalahl  patutl  memberil  nafkahl  sebagail  balasl  budil  yangl  

didasarkanl  padal  kelayakanl  sebagail  ucapanl  terimal  kasihl  kepadal  

pemberil  hibah. 

Pemberil  hibahl  berhakl  danl  dapatl  menarikl  kembalil  hibahnyal  daril  

penerimal  hibah,l  apabilal  dil  kemudianl  haril  pemberil  hibahl  

menghadapil  penurunanl  dil  dalaml  kondisil  perekonomiannyal  danl  

penerimal  hibahl  engganl  ataul  menolakl  untukl  memberikanl  bantuanl  

nafkahl  kepadanya,l  walaupunl  sebenarnyal  pemberianl  bantuanl  nafkahl  
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kepadal  pemberil  hibahl  bukanlahl  suatul  hall  yangl  diwajibkanl  dil  dalaml  

penghibahan,l  tetapil  hall  yangl  menyangkutl  rasal  kemanusiaanl  danl  

sebagail  bentukl  balasl  budil  sertal  rasal  terimal  kasihl  daril  penerimal  

hibahl  kepadal  pemberil  hibah. 

Berdasarkanl  ketentuanl  mengenail  penarikanl  kembalil  hibahl  dalaml  

pasall  1688l  Kitabl  Undangl  -l  Undangl  Hukuml  Perdatal  tersebut,l  dapatl  dilihatl  

bahwal  suatul  hibahl  dapatl  ditarikl  kembalil  denganl  hall  –l  hall  tertentul  yangl  

lebihl  difokuskanl  kepadal  pelanggaranl  ketentuanl  hibahl  yangl  dilakukanl  

olehl  penerimal  hibah,l  danl  pemberil  hibahl  diberil  kekuasaanl  untukl  dapatl  

menarikl  kembalil  ataul  menghapusl  hibahnyal  terhadapl  penerimal  hibah. 

C. Tinjauanl  Tentangl  Orangl  Tua 

1. Pengertianl  Orangtua 

Orangl  tual  adalahl  prial  danl  wanital  yangl  terikatl  dalaml  perkawinanl  

danl  siapl  sedial  untukl  memikull  tanggungl  jawabl  sebagail  ayahl  danl  ibul  daril  

anakl  -l  anakl  yangl  dilahirkannya.l  Dapatl  jugal  dil  katakanl  orangl  tual  adalahl  

ayahl  danl  ibul  baikl  kandungl  (biologis)l  ataupunl  tidakl  kandungl  (orangl  tual  

angkat,l  orangl  tual  asuhl  danl  orangl  tual  tiri)l  yangl  bertanggungl  jawabl  

terhadapl  hakl  -l  hakl  anakl  yangl  diasuhnya. 

Orangl  tual  dalaml  bahasal  arabl  dil  kenall  denganl  sebutanl  al-walid.47
l  

Adapunl  dalaml  penggunaanl  Bahasal  Inggrisl  istilahl  orangl  tual  dikenall  

 
47

l  Ahmadl  Warsonl  Munawwir,l  1997,l  Kamusl  Al-Munawwirl  Aral  Indonesial  Terlengkap,l  

Pustakal  Progresif,l  Surabya,l  hal.l  1580. 
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denganl  sebutanl  “parent”l  yangl  artinyal  “orangl  tual  lakil  -l  lakil  ataul  ayah,l  

orangl  tual  perempuanl  ataul  ibu”.48 

Pengertianl  “orangl  tua”l  hendaknyal  diartikanl  dalaml  konteksl  yangl  

luas,l  yaitul  tidakl  hanyal  “orangl  tua”l  dil  rumahl  (sebagail  ayahl  danl  ibu),l  

melainkanl  jugal  sebagail  “orangl  tua”l  dil  luarl  rumahl  (sebagail  anggotal  

masyarakat,l  pejabatl  sipill  maupunl  militer,l  pengusaha,l  agamawan,l  guru,l  

danl  profesil  lainnya).49 

Orangl  tual  adalahl  pertamal  danl  utamal  dalaml  keluarga,l  dikatakanl  

pendidikl  yangl  pertamal  dil  tempatl  inilahl  anakl  mendapatkanl  bimbinganl  danl  

kasihl  sayingl  yangl  pertamal  kalinya.l  Dikatakanl  pendidikanl  utamal  karenal  

pendidikanl  daril  tempatl  inil  mempunyail  pengaruhl  besarl  bagil  kehidupanl  

anakl  kelakl  dil  kemudianl  hari,l  karenal  perannyal  sangatl  pentingl  makal  orangl  

tual  harusl  benarl  -l  benarl  menyadaril  sehinggal  merekal  dapatl  memperankanl  

sebagaimanal  mestinya.l  Orangl  tual  merupakanl  pendidikl  utamal  danl  

pertamal  bagil  anakl  -l  anakl  mereka,l  karenal  daril  merekalahl  anakl  mulal  -l  

mulal  menerimal  pendidikan.l  Denganl  demikianl  bentukl  pertamal  daril  

pendidikl  terdapatl  dalaml  kehidupanl  keluarga.50 

Menurutl  Biddlel  danl  Tomas,l  peranl  adalahl  serangkaianl  rumusanl  

yangl  membatasil  perilakul  -l  perilakul  yangl  diharapkanl  daril  pemenangl  

kedudukanl  tertentu,l  misalnyal  dalaml  keluarga,l  perilakul  ibul  dalaml  

 
48

l  Atabihl  Ali,l  2003,l  Kamusl  Inggrisl  Indonesial  Arab,l  Multil  Karyal  Grafika,l  Yogyakarta,l  

hal.l  593. 
49

l  Mardiyah,l  “Peranl  Orangl  Tual  Dalaml  Pendidikanl  Agamal  Terhadapl  Pembentukanl  

Kepribadianl  Anak”,l  Volumel  3,l  Nomorl  2,l  tahunl  2015,l  Jurnall  Kependidikan,l  hal.l  109-122. 
50

l  Zakiahl  Daradjat,l  2006,l  Ilmul  Pendidikanl  Islam,l  Bumil  Aksara,l  Jakarta,l  hal.l  35. 
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keluarga,l  perilakul  ibul  dalaml  keluargal  diharapkanl  bisal  memberil  anjaran,l  

memberil  penilaian,l  memberil  sangsil  ataul  lainl  -l  lain,l  kalaul  peranl  ibul  

digabungkanl  denganl  peranl  ayahl  makal  menjadil  peranl  orangl  tual  danl  

menjadil  lebihl  luasl  sehinggal  perilakul  -l  perilakul  yangl  diharapkanl  jugal  

menjadil  lebihl  beranekal  ragam.51 

Menurutl  Amalial  dalaml  Mashithahl  pendidikanl  ibul  memegangl  

perananl  pentingl  yangl  turutl  menentukanl  kualitasl  pengasuhan,l  sepertil  

terlibatl  aktifl  dalaml  setiapl  pendidikanl  anak,l  mengamatil  segalal  sesuatul  

denganl  berorientasil  padal  masalahl  anak,l  sertal  menilail  perkembanganl  

fungsil  keluargal  danl  kepercayaanl  anak.l  Lingkunganl  danl  suasanal  rumahl  

merupakanl  hall  yangl  jugal  turutl  berperanl  dalaml  penyelenggaraanl  

pengasuhanl  anak. 

Anakl  -l  anakl  menjalanil  prosesl  tumbuhl  danl  berkembangl  dalaml  suatul  

lingkunganl  danl  hubungan.l  Bersamal  orangl  -l  orangl  yangl  dikenall  akanl  

memberikanl  dampakl  positif,l  sertal  berbagail  karakteristikl  danl  

kecenderunganl  yangl  mulail  merekal  pahamil  merupakanl  hall  -l  hall  pokokl  

yangl  memengaruhil  perkembanganl  konsepl  danl  kepribadianl  sosiall  

mereka.52 

Daril  beberapal  pengertianl  dil  atasl  penulisl  dapatl  mengambill  

kesimpulanl  bahwal  orangl  tual  adalahl  ayahl  danl  ibul  yangl  merawatl  danl  

mendidikl  anaknya,l  merekal  pemimpinl  bagil  anakl  danl  keluarganya,l  jugal  

 
51

l  Sarlitol  Wirawanl  Sarwono,l  2000,l  Teoril  -l  Teoril  Psikologil  Sosial,l  PTl  Rajal  Grafindol  

Persada,l  Jakarta,l  hal.l  224. 
52

l  Sril  Lestari,l  2013,l  Psikolagil  Keluarga,l  Kencanal  Prenadal  Medial  Group,l  Jakarta,l  hal.l  16. 
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orangl  tual  adalahl  panutanl  danl  cerminanl  bagil  anaknyal  yangl  pertamal  kalil  

kenal,l  lihatl  danl  tiru,l  sebeluml  anakl  mengenall  lingkunganl  sekitar. 

2. Tugasl  danl  Tanggungl  Jawabl  Orangl  Tua 

Manusial  dilahirkanl  dil  dunial  dalaml  keadaanl  lemah,l  tanpal  

pertolonganl  orangl  lain,l  terutamal  orangl  tuanya,l  tidakl  bisal  berbuatl  banyakl  

dibalikl  keadaanyal  yangl  lemahl  itul  memilikil  potensil  yangl  baikl  yangl  

bersifatl  jasmanil  maupunl  rohani.l  Fungsil  keluargal  adalahl  bertanggungl  

jawabl  menjagal  danl  menumbuhl  kembangkanl  anggotal  -l  anggotanya,l  

pemenuhanl  kebutuhanl  paral  anggotal  keluargal  sangatl  penting,l  agarl  merekal  

dapatl  mempertahankanl  kehidupannya,l  yangl  berupal  pemenuhanl  

kebutuhanl  sandang,l  pangan,l  papanl  danl  kesehatanl  untukl  pengembanganl  

fisikl  danl  sosial,l  danl  kebutuhanl  akanl  pendidikanl  formall  danl  nonl  formall  

dalaml  rangkal  mengembangkanl  intelektual,l  sosial,l  mental,l  emosional,l  danl  

spiritual. 

Anakl  yangl  terlahirl  daril  perkawinanl  inil  adalahl  anakl  yangl  sahl  danl  

menjadil  hakl  danl  tanggungl  jawabl  kedual  orangl  tuanyal  untukl  memeliharal  

danl  mendidiknyal  denganl  sebaikl  -l  baiknya.l  Kewajibanl  orangl  tual  mendidikl  

anakl  ini,l  terusl  berlanjutl  sampail  dil  kawinkanl  ataul  dapatl  berdiril  sendiri.l  

Salahl  satul  tanggungl  jawabl  orangl  tual  terhadapl  anakl  -l  anaknyal  adalahl  

“mendidikl  merekal  denganl  akhlakl  mulial  yangl  jauhl  daril  kejahatanl  danl  

kekeliruan,l  seorangl  anakl  memerlukanl  pendalamanl  danl  penanamanl  nilai-

nilail  normal  danl  akhlakl  kedalaml  jiwal  mereka.l  Sebagaimanal  orangl  tual  

harusl  terdidikl  danl  berjiwal  suci,l  berakhlakl  mulial  danl  jauhl  daril  sifatl  hinal  



 
 

64 
 

danl  keji,l  makal  merekal  jugal  dituntutl  menanamkanl  nilail  -l  nilail  mulial  inil  

kedalaml  jiwal  anakl  -l  anakl  merekal  menyucikanl  kalbul  daril  kotoran”.53 

Dalaml  pandanganl  Islaml  anakl  adalahl  amanatl  yangl  dibebankanl  olehl  

Allahl  SWTl  kepadal  orangl  tuanya,l  karenal  itul  orangl  tual  harusl  menjagal  danl  

memeliharal  sertal  menyampaikanl  amanahl  itul  kepadal  yangl  berhakl  

menerima,l  karenal  manusial  adalahl  milikl  Allahl  SWT.l  Merekal  harusl  

menghantarkanl  anaknyal  untukl  mengenall  danl  mendekatkanl  diril  

kepadanya. 

Dalaml  Undangl  -l  Undangl  RIl  nomorl  20l  tahunl  2003l  Pasall  7l  ayatl  (1)l  

danl  (2)l  menyatakanl  bahwa:l  “Orangl  tual  berperanl  sertal  dalaml  memilihl  

satuanl  pendidikanl  danl  memperolehl  informasil  tentangl  perkembanganl  

pendidikanl  anaknyal  danl  berkewajibanl  memberikanl  pendidikanl  dasarl  

kepadal  anakl  usial  wajibl  belajar”.l  Jadil  orangl  tual  jugal  mempunyail  

kewajibanl  untukl  memberil  pendidikanl  dil  luarl  rumahl  denganl  caral  mencaril  

lembagal  pendidikanl  yangl  lingkunganyal  mendukungl  danl  sesuail  denganl  

kemampuanl  anak. 

Mengenail  tanggungl  jawabl  orangl  tual  terhadapl  anakl  menurutl  

Thamrinl  Nasutionl  yaitu:l  Setiapl  orangtual  perlul  memberikanl  bimbinganl  

padal  anaknyal  dalaml  berumahl  tangga,l  hall  inil  sudahl  menjadil  kewajibanl  

danl  tugasl  utamal  setiapl  orangtual  yangl  bertanggungl  jawabl  terhadapl  masal  

depanl  anakl  -l  anaknyal  sendiri,l  denganl  tidakl  adanyal  bimbinganl  diberikanl  

 
53

l  Husainl  Mazhahiri,l  1999,l  Pintarl  Mendidikl  Anak,l  (Panduanl  Lengkapl  bagil  Orangl  Tua,l  

Guru,l  danl  Masyarakatl  berdasarkanl  Ajaranl  Islam),l  PT.l  Lenteral  Basritama,l  Jakarta,l  hal.l  240. 
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kepadal  anak,l  orangtual  tidakl  bertanggungl  jawabl  terhadapl  keluargal  yangl  dil  

bawahl  asuhannya.54 

Makal  dapatl  diuraikanl  peranl  danl  fungsil  orangl  tual  dalaml  mendidikl  

anakl  sebagaimanal  yangl  dijelaskanl  olehl  Zakiahl  Daradjatl  sebagail  berikut: 

1) Memeliharal  danl  membesarkanl  anak.l  Inilahl  prinsipl  palingl  

sederhanal  danl  merupakanl  doranganl  alamil  untukl  mempertahankanl  

kelangsunganl  hidupl  manusia. 

2) Melindungil  danl  menjaminl  kesamaan,l  baikl  jasmanil  maupunl  rohani,l  

daril  berbagail  penyakitl  danl  daril  penyelewenganl  kehidupanl  danl  daril  

tujuanl  hidupl  yangl  sesuail  denganl  falsafahl  hidupl  danl  agamal  yangl  dil  

anutnya. 

3) Memberikanl  pengajaranl  dalaml  artil  yangl  luasl  sehinggal  anakl  

memperolehl  peluangl  untukl  memilikil  pengetahuanl  danl  kecakapanl  

seluasl  danl  setinggil  mungkinl  yangl  dapatl  dicapainya. 

4) Membahagiakanl  anakl  baikl  dunial  maupunl  akhirat,l  sesuail  denganl  

pandaganl  danl  tujuanl  hidupl  muslim.55 

D. Tinjauanl  Tentangl  Anakl  Dibawahl  Umur 

1. Pengertianl  Anakl  dibawahl  Umur 

Menurutl  pengetahuanl  umum,l  yangl  diartikanl  denganl  anakl  dil  bawahl  

umurl  adalahl  seorangl  yangl  beluml  dewasal  sertal  beluml  kawin.l  Pengertianl  

dimaksudl  merupakanl  pengertianl  yangl  seringl  kalil  dijadikanl  pedomanl  

 
54

l  Thamrinl  Nasution,l  2004,l  Pendidikanl  Remajal  Dalaml  Keluarga,l  Cetl  I,l  Majul  Medan,l  

Jakarta,l  hal.l  7. 
55

l  Zakiahl  Daradjat,l  Ibid,l  hal.l  38. 
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dalaml  mengkajil  berbagail  persoalanl  tentangl  anak.l  Dikemukakanl  olehl  

R.A.l  Kosnanl  anakl  -l  anakl  yaitul  manusial  mudal  dalaml  umurl  mudal  dalaml  

jiwal  danl  perjalananl  hidupnyal  karenal  mudahl  terpengaruhl  untukl  keadaanl  

sekitarnya.56
l  Undangl  -l  Undangl  Nomorl  16l  tahunl  2019l  telahl  memberikanl  

tigal  kriterial  usia,l  yangl  meliputi: 

1) Usial  syaratl  kawinl  yaitul  apabilal  prial  danl  wanital  sudahl  19l  tahun. 

2) Usial  ijinl  kawinl  dimanal  bagil  merekal  yangl  akanl  menikahl  dibawahl  

usial  21l  tahunl  harusl  adal  ijinl  daril  orangl  tua. 

3) Usial  dewasal  yaitul  18l  tahunl  ataul  telahl  kawin. 

Beberapal  negaral  sendiril  memberil  definisil  seorangl  dikatakanl  

sebagail  anakl  ataul  dewasal  dapatl  dilihatl  daril  umurl  danl  aktifitasl  

kemampuanl  berfikirnya.l  Perbedaanl  pengertianl  anakpadal  setiapl  negara,l  

dikarenakanl  perkembanganl  polal  pikirl  danl  pengaruhl  sociall  padal  setiapl  

negaral  berbedal  –l  beda.l  Aktifitasl  sosiall  danl  budayal  sertal  perekonomianl  

negaral  sangatl  berpengaruhl  terhadapl  tingkatl  kedewasaanl  seorangl  anak.l  

Pembatasanl  anakl  daril  segil  umurl  tidaklahl  selmanayal  tepat,l  hall  inil  karenal  

kondisil  umurl  seorangl  jikal  dihubungkanl  denganl  kedewasaanl  akanl  

menjadil  sesuatul  yangl  bersifatl  semudanl  relatif.l  Kenyataanyal  adal  anakl  

yangl  daril  segil  umurl  dial  telahl  dewasa,l  namunl  daril  segil  kemampuanl  masihl  

terbatas. 

 
56

l  Koesnanl  R.A.,l  2005,l  Susunanl  Pidanal  dalaml  Negaral  Sosialisl  Indonesia,l  Sumur,l  

Bandung,l  hal.l  99. 
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Sejalanl  denganl  pemahamanl  mengenail  anak,l  makal  masal  kanakl  –l  

kanakl  adalahl  suatul  periodel  dimanal  manusial  sedangl  mengalamil  

perubahanl  karenal  prosesl  perkembangan.l  Perkembanganl  dimengertil  

sebagail  prosesl  pertumbunhanl  biologisl  danl  perkembanganl  kemampuanl  

emosionall  psikologisl  sertal  kemampuanl  sosiall  menujul  kel  pematangan.l  

Pemahamanl  terhadapl  masal  kanakl  –l  kanakl  sebagail  periodel  perkembanganl  

yangl  palingl  cepatl  danl  palingl  berpengaruhl  karenal  dalaml  perkembanganl  

dimasal  inil  dapatl  berakibatl  jangkal  panjangl  ataul  tidakl  dapatl  diperbaikil  

lagi.57 

Anakl  danl  masal  kanakl  –l  kanakl  perlul  diperhatikanl  karenal  alasanl  

yangl  sangatl  mendasar.l  Anakl  adalahl  sebagail  cikall  –l  bakall  danl  modall  

budayal  danl  penerusl  bangsa.l  Suatul  komunitasl  akanl  lenyapl  jikal  anakl  –l  

anakl  usial  dinil  tidakl  tumbuhl  danl  berkembang.l  Tindakanl  yangl  

mengakibatkanl  hall  itul  dipandangl  sebagail  kejahatanl  hakl  –l  hakl  asasil  

manusisal  yangl  palingl  seriusl  danl  akanl  membawal  konsekuensil  yangl  sangatl  

seriusl  pula. 

Anakl  mempunyail  ciril  danl  karateristikl  tersendiri,l  sehinggal  harusl  

diberlakukanl  secaral  berbeda,l  memperhatikanl  hakl  –l  haknya,l  

kelangsunganl  hidupnyal  kelakl  dil  masal  depan,l  danl  jugal  harusl  

mempertimbangkanl  kepentinganl  terbaikl  bagil  anakl  tersebut.l  Pasall  59l  

Undangl  –l  undangl  Nomorl  23l  tahunl  2002l  Tentangl  Perlindunganl  Anakl  
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l  Wagiatil  Soetodjo,l  2006,l  Hukuml  Pidanal  Anak,l  PTl  Refikal  Aditama,l  Bandung,l  hal.l  28. 
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telahl  mengaturl  perlindunganl  khususl  yangl  dapatl  diberikanl  terhadapl  anakl  

yangl  berhadapanl  denganl  Hukum. 

2. Syaratl  Kecakapanl  Bertindak 

Menurutl  hukum,l  semual  orangl  dalaml  keadaanl  cakapl  (bewenang)l  

bertindak,l  sehinggal  merekal  dapatl  melakukanl  perbuatanl  hukum,l  termasukl  

membuatl  ataul  menandatanganil  suatul  perjanjian,l  kecualil  merekal  yangl  

diaturl  dalaml  undangl  -l  undang.l  Merekal  yangl  dikecualikanl  inil  disebutl  

orangl  yangl  tidakl  cakapl  (tidakl  berwenang)l  melakukanl  suatul  tindakanl  

hukum,l  yaitul  pihakl  -l  pihakl  sebagail  berikut: 

1) Anakl  yangl  beluml  dewasa. 

2) Orangl  yangl  beradal  dil  bawahl  pengampuan. 

3) Perempuanl  yangl  telahl  kawinl  dalaml  hall  -l  hall  yangl  ditentukanl  

undangl  -l  undangl  danl  padal  umumnyal  semual  orangl  yangl  olehl  

undangl  -l  undangl  dilarangl  untukl  membuatl  persetujuanl  tertentu.l   

4) Orangl  yangl  dilarangl  olehl  undang-undangl  untukl  melakukanl  

perbuatanl  tertentu. 

Jikal  salahl  satul  ataul  kedual  belahl  pihakl  dalaml  perjanjianl  ternyatal  

tidakl  cakapl  berbuat,l  makal  konsekuensil  yuridisnyal  adalahl  sebagail  berikut: 

1) Jikal  perjanjianl  tersebutl  dibuatl  olehl  anakl  dil  bawahl  umurl  (beluml  

dewasa),l  makal  perjanjianl  tersebutl  akanl  batall  atasl  permintaanl  daril  

pihakl  anakl  yangl  beluml  dewasal  tersebut,l  sematal  -l  matal  karenal  

alasanl  kebeluml  -l  dewasaannyal  tersebut.l  Lihatl  Pasall  1446l  ayatl  (1)l  

KUHl  Perdatal  jo.l  Pasall  1331l  ayatl  (1)l  KUHl  Perdata. 
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2) Jikal  perjanjianl  dibuatl  olehl  orangl  yangl  beradal  dil  bawahl  

pengampuan,l  makal  perjanjianl  tersebutl  batall  atasl  permintaanl  daril  

orangl  yangl  beradal  dil  bawahl  pengampuanl  tersebut,l  denganl  alasanl  

sematal  -l  matal  karenal  keberadaannyal  dil  bawahl  pengampuanl  

tersebut. 

3) Jikal  perjanjianl  tersebutl  dibuatl  olehl  perempuanl  yangl  bersuami,l  

makal  perjanjianl  tersebutl  akanl  batall  sekedarl  perjanjianl  tersebutl  

dibuatl  denganl  melampauil  kekuasaannya. 

Terhadapl  perjanjianl  yangl  dibuatl  olehl  orangl  yangl  dilarangl  undangl  -

l  undangl  untukl  melakukanl  perbuatanl  tertentu,l  makal  merekal  dapatl  

menuntutl  pembatalanl  perjanjianl  tersebut,l  kecualil  jikal  ditentukanl  lainl  olehl  

undangl  -l  undang. 

Perjanjianl  yangl  dibuatl  olehl  orangl  -l  orangl  yangl  tidakl  cakapl  

bertindakl  tersebut,l  yangl  kemudianl  dinyatakanl  batal,l  makal  paral  pihakl  

dalaml  perjanjianl  tersebutl  harusl  menempatkanl  perjanjianl  tersebutl  padal  

keadaanl  sebeluml  perjanjianl  dibuat,l  jadil  perjanjianl  tersebutl  dianggapl  

seolahl  –l  olahl  tidakl  ada.58 

Jadi,l  salahl  satul  syaratl  agarl  suatul  perjanjianl  sah,l  perjanjianl  tersebutl  

haruslahl  dibuatl  olehl  orangl  yangl  cakapl  berbuatl  berdasarkanl  Pasall  1330l  

KUHl  Perdata,l  antaral  lainl  dibuatl  olehl  orangl  yangl  sudahl  dewasa.l  

Berdasarkanl  Pasall  330l  KUHl  Perdata,l  orangl  yangl  beluml  dewasal  menurutl  

 
58

l  Munirl  Fuady,l  2014,l  Konsepl  Hukuml  Perdata,l  Rajal  Grafindol  Persada,l  Jakarta.l  hal.l  

196 
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hukuml  adalahl  merekal  yangl  beluml  mencapail  umurl  genapl  21l  tahunl  danl  

tidakl  kawinl  sebelumnya.l  Olehl  karenal  itu,l  apabilal  ditafsirkanl  secaral  

terbalik,l  makal  orangl  yangl  dianggapl  dewasal  danl  cakapl  berbuatl  menurutl  

hukuml  adalah: 

1) Sudahl  genapl  berumurl  21l  tahun. 

2) Sudahl  kawin,l  meskipunl  beluml  genapl  21l  tahun. 

3) Tidakl  beradal  dil  bawahl  pengampuan. 

Akanl  tetapi,l  Undangl  –l  Undangl  Nomorl  16l  Tahunl  2019l  tentangl  

Perkawinanl  menentukanl  bahwal  umurl  dewasal  seseorangl  adalahl  18l  tahunl  

danl  tentunyal  undangl  -l  undangl  inil  berlakul  untukl  seluruhl  bangsal  

Indonesia,l  tanpal  melihatl  gender,l  suku,l  rasa,l  agama,l  danl  sebagainya. 

E. Tinjauanl  Tentangl  Peralihanl  Hakl  Milikl  Atasl  Tanahl  Melaluil  Hibahl  Daril  

Orangtual  Kepadal  Anakl  Yangl  Masihl  Dibawahl  Umurl  Dalaml  Perspektifl  

Islam 

Dalaml  Islam,l  Kepemilikanl  tanahl  seseorangl  dalaml  konteksl  Individuall  

dalaml  relasil  sosiall  secaral  yuridisl  diakui.l  Pemilikl  tanahl  mempunyail  

kewenanganl  untukl  menggunakanl  (tasarruf)l  sesuail  denganl  keinginannya.l  

Dalaml  kaidahl  hukuml  islaml  dilindungil  dalaml  bingkail  hifzul  al-mall  sebagail  

salahl  satul  prinsipl  al-kulliyatl  al-khams. 

Kepemilikanl  hartal  bendal  dalaml  islaml  berbedal  secaral  idiologisl  denganl  

sisteml  ekonomil  liberal-kapitalistikl  yangl  memandangl  hakl  milikl  sebagail  hakl  

mutlak,l  setiapl  orangl  bebasl  untukl  mencari,l  memilikil  danl  menggunakanl  bendal  

miliknyal  menurutl  kemauannyal  sendiril  secaral  bebasl  sehinggal  memberil  ruangl  
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yangl  bebasl  lahirnyal  praktekl  monopolil  danl  eksploitasil  untukl  menindasl  

kelompokl  ekonomil  lemah.l  Sedangkanl  sisteml  ekonomil  komunismel  tidakl  

mengakuil  hakl  milikl  perorangan,l  karenal  semual  hartal  bendal  dimilikil  danl  

dikuasail  olehl  negara.59
l  Islaml  beradal  dil  antaral  dual  ekstrimitasl  ideologil  besarl  

yangl  memposisikanl  sebagail  sisteml  ekonomil  sintesisl  denganl  mengedepankanl  

prinsipl  moderatismel  (al-wasatiyat).60 

Kepemilikanl  seseorangl  atasl  tanahl  sebagaimanal  kepemilikanl  atasl  hartal  

bendal  yangl  lainnyal  dalaml  konteksl  yuridisl  maupunl  etikal  sosiall  haruslahl  

dipandangl  sebagaimanal  kepemilikanl  yangl  dil  dalamnyal  jugal  harusl  

mempertimbangkanl  aspekl  -l  aspekl  yangl  bersifatl  sosial.l  Kebebassanl  seseorangl  

atasl  hakl  propertinyal  hakikatnyal  jugal  dibatasil  olehl  hakl  -l  hakl  orangl  lainl  baikl  

secaral  individuall  maupunl  kelompok.l  Dalaml  konteksl  inil  telahl  diaturl  dalaml  

hadistl  Nabil  tentangl  fungsil  -l  fungsil  sosiall  yangl  melekatl  padal  hakl  milikl  atasl  

tanahl  dihubungkanl  denganl  kepentinganl  orangl  lainl  danl  ruangl  publik. 

Dalaml  hukuml  islam,l  penguasaanl  seseorangl  atasl  suatul  bendal  yangl  

beluml  adal  pemiliknyal  melahirkanl  kepemilikan.l  Denganl  demikianl  sifatl  

kepemilikanl  berdasarkanl  caral  inil  adalahl  kepemilikanl  yangl  bersifatl  barul  yangl  

didasarkanl  padal  sebabl  kepemilikanl  yangl  dihasilkanl  daril  prosesl  kerja.l  Hall  inil  

berbedal  denganl  sebabl  kepemilikanl  yangl  bersifatl  verball  melaluil  transaksil  

sepertil  akadl  juall  beli.61 

 
59

l  Garrickl  Small,l  Thel  Dimensionsl  ofl  Humanl  andl  Proipertyl  Pacificl  Riml  Property,l  

Researchl  Journal,l  Volumel  9,l  Nomorl  3,l  Tahunl  2003,l  hal.l  3. 
60

l  Abdoell  Hameedl  M.l  Bashir,l  2002,l  Propertyl  Rights,l  Institutionl  andl  Economicl  

developmentl  inl  islamicl  prespective,l  humanumics,l  hal.l  76. 
61

l  Muhammadl  Abul  Zahrah,l  1996,l  Al-Milkiyahl  wal  Nazariyahl  al-l  Aqdl  fil  al-syariahl  al-

islamiyah,l  Darl  al-fikrl  al-araby,l  Kairo,l  hal.l  107. 
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Menurutl  Mustafal  Ahmadl  al-Zarqal  kepemilikanl  barangl  mubah62
l  inil  

biasal  terjadil  jikal  prosesl  pemilikannyal  memenuhil  dual  syarat.l  Pertama,l  bendal  

tersebutl  beluml  pernahl  dimilikil  sebelumnyal  olehl  seseorang.l  Dalaml  hall  inil  

terdapatl  kaidahl  fiqihl  yaitul  “barangl  siapal  yangl  lebihl  dahulul  menguasail  barangl  

mubah,l  makail  adalahl  pemiliknya”.l  Kedua,l  adal  niatanl  daril  seseorangl  untukl  

memilikinya.l  Syaratl  perlunyal  niatl  inil  dil  dasarkanl  jugal  padal  kaidahl  fikihl  yaitul  

“bahwal  perbuatanl  itul  sangatl  tergantungl  padal  niatnya”.63 

Kepemilikanl  melaluil  penguasaanl  bendal  yangl  mubahl  dapatl  diperolehl  

melaluil  empatl  cara,l  yaitul  ihyal  al-mawat,l  penguasaanl  atasl  barangl  tambangl  danl  

bendal  -l  bendal  yangl  tersimpanl  dalaml  tanah,l  perolehanl  barangl  yangl  mubahl  danl  

kepemilikanl  melaluil  berburu. 

Hibahl  diambill  daril  katal  “hubuuburrl  riih”l  artinyal  “muruuruhaa”l  yangl  

berartil  perjalananl  angina.l  Sedangkanl  hibahl  berdasarkanl  syari’atl  Islaml  adalahl  

akadl  yangl  pokokl  persoalannya,l  pemberianl  hartal  milikl  orangl  lainl  dil  waktul  

masihl  hidupl  tanpal  imbalan.l  Secaral  umuml  hibahl  mempunyail  pengertianl  hall  –l  

hall  yangl  meliputi:64 

1) Ibraa,l  yaknil  menghibahkanl  utangl  kepadal  yangl  berhutang. 

2) Sedekah,l  yaknil  menghibahkanl  sesuatul  denganl  mengharapkanl  pahalal  dil  

akhirat. 

3) Hadiah,l  yaknil  pemberianl  yangl  menurutl  orangl  yangl  diberil  itul  untukl  

memberil  imbalan. 

 
62

l  Musatafal  Ahmadl  al-zarqa,l  1968,l  Al-madkall  al-fiqhl  al-amm,l  Darl  al-fikr,l  bairut,l  hal.l  

284 
63

l  Ibid,l  hal.l  244 
64

l  Sayyidl  Sabiq,l  1987,l  Fikihl  Sunnahl  14,l  PT.l  Al-Ma’arif,l  Bandung,l  hal.l  417. 
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Dasarl  hukuml  hibahl  dalaml  Hukuml  Islaml  telahl  diaturl  dalaml  Al-Qur’anl  

danl  Hadistl  Rasulullahl  SAWl  yangl  mengartikanl  hibahl  ialahl  pemberianl  daril  

seseorangl  kepadal  orangl  lain.65
l  Berdasarkanl  KHIl  dalaml  Pasall  171l  

mendefinisikanl  hibahl  adalahl  pemberianl  suatul  bendal  secaral  sukarelal  danl  tanpal  

imbalanl  daril  seseorangl  kepadal  orangl  lainl  yangl  masihl  hidupl  untukl  dimiliki. 

Hibahl  menurutl  pengertianl  bahasal  adalahl  mutlakl  “pemberian”l  baikl  

berupal  hartal  bendal  maupunl  yangl  lainnya.l  Menurutl  Mazhabl  Hanafil  secaral  

ringkasl  diartikanl  bahwal  hibahl  ataul  hadiahl  adalahl  kepemilikanl  denganl  

pemberianl  tanpal  adal  gantil  rugi.l  Hibahl  diartikanl  sebagail  umryl  adalahl  

pemberianl  hartal  seumurl  hidupl  (dimanal  berasall  daril  katal  umur).l  Selainl  itu,l  

diartikanl  jugal  sebagail  ruqubyl  yangl  berartil  penjagaan,l  pemanfaatanl  seumurl  

hidupl  berasall  daril  katal  (Raqiba).l  Hibahl  mempunyail  artil  akadl  yangl  pokokl  

persoalannyal  pemberianl  hartal  milikl  seseorangl  kepadal  orangl  lainl  diwaktul  dial  

hidup,l  tanpal  adanyal  imbalan.l  Apabilal  seseorangl  memberikanl  hartanyal  kepadal  

orangl  lainl  untukl  dimanfaatkanl  tetapil  tidakl  diberikanl  hakl  kepemilikanl  makal  

hartal  tersebutl  disebutl  al’Alriyahl  (pinjaman). 

Menurutl  Mazhabl  Maaliki,l  hibahl  adalahl  memberikanl  suatul  zatl  materil  

tanpal  mengaharapl  imbalan,l  danl  hanyal  inginl  menyenangkanl  orangl  yangl  

diberinyal  tanpal  mengharapl  imbalanl  daril  Allahl  SWT.l  Hibahl  samal  denganl  

hadiahl  danl  apabilal  pemberianl  itul  semata-matal  untukl  memintal  ridhal  Allahl  

SWTl  danl  mengharapkanl  pahalal  makal  dinamakanl  sedekah.66 

 
65

l  M.Idrisl  Ramulyo,l  2004,l  Perbandinganl  Hukuml  Kewarisanl  Islaml  Denganl  Kewarisanl  

Kitabl  Undang-Undangl  Hukuml  Perdata,l  Sinarl  Grafika,l  Jakarta,l  hal.116. 
66

l  Ibid,l  hal.l  150. 
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Menurutl  Mazhabl  Hanbali,l  hibahl  adalahl  memberikanl  hartaataul  memilikil  

sesuatul  olehl  seseorangl  yangl  dibenarkanl  tassarufnyaatasl  suatul  hartal  baikl  yangl  

dapatl  diketahuil  atau,l  karenal  susahl  untukl  mengetahuinya.l  Hartal  itul  adal  

wujudnyal  untukl  diserahkan.l  Pemberianl  yangl  manal  tidakl  bersifatl  wajib,l  danl  

dilakukanl  padal  waktul  pemberil  masihl  hidupl  tanpal  syaratl  danl  imbalan. 

Menurutl  Mazhabl  Syafi’il  memberikanl  beberapal  pengertianl  tentangl  

pengertianl  khususl  danl  pengertianl  umuml  hibahl  sebagail  berikut:67 

1) Memberikanl  hakl  memilikil  suatul  bendal  denganl  tanpal  adal  syaratl  harusl  

mendapatl  imbalanl  ganti,l  pemberianl  dilakukanl  padal  saatl  pemberil  masihl  

hidup.l  Bendal  yangl  dimilikil  yangl  akanl  diberikanl  itul  adalahl  sahl  milikl  

pemberi. 

2) Memberikanl  hakl  milikl  suatul  zatl  materil  denganl  tanpal  mengharapkanl  

imbalanl  ataul  ganti.l  Pemberianl  semata-matal  hanyal  diperuntukkanl  

kepadal  orangl  yangl  diberil  (mauhublah)l  yangl  artinyal  pemberil  hibahl  

hanyal  inginl  menyenangkanl  orangl  yangl  diberinyal  tanpal  mengharapkanl  

adanyal  pahalal  daril  Allah.l  Hibahl  dalaml  artil  umuml  dapatl  diartikanl  

sebagail  sedekah. 

Berdasarkanl  pengertianl  Mazhabl  diatasl  padal  intinyal  hibahl  adalahl  

memberikanl  hakl  memilikil  sesuatul  bendal  kepadal  orangl  lainl  yangl  dilandasil  

olehl  ketulusanl  hatil  atasl  dasarl  salingl  membantul  kepadal  sesamal  manusial  dalaml  

hall  kebaikan. 

 
67

l  Ibid,l  hal.152. 
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Menurutl  agamal  Islaml  seluruhl  tindakanl  manusial  harusl  didasarkanl  padal  

Al-Qur’anl  danl  Hadist,l  termasukl  jugal  dalaml  hall  hibahl  harusl  memperhatikanl  

aturanaturanl  hibahl  yangl  tercantuml  dalaml  Al-Qur’anl  danl  Hadist. 

1) Ayatl  -l  ayatl  Al-Qur’anl  yangl  mengaturl  mengenail  hibah,l  yaitu: 

a. Suratl  Al-Baqarahl  ayatl  177l   

lَََاٰمَنlَََََمَنlََََْالْبِرَ lَََوَلٰكِنَ lَََوَالْمَغْرِبlََََِالْمَشْرِقlََََِقبَِلlَََََوُجُوْهَكُمlََََْتوَُلُّوْاlَََانlَََََْالْبِرَ lَََليَْسََ

lََبِالٰلَِّ lََوَالْيوَْمََِ خِرََِ lََالْْٰ ىِٕكَةََِ
ٰۤ
lََوَالْمَلٰ lََوَالْكِتٰبََِ نََ َ lََوَالن بيِ ّٖ lََوَاٰتىََ lََالْمَالَََ lََعَلٰىَ lََحُب ِهََّٖ lَََذوَِىَ

ىِٕلِيْنlََََالس بيِْلَِ lََوَابْنlََََوَالْمَسٰكِيْنlََََوَالْيتَٰمٰىlََالْقرُْبٰى قَابِ lَََوَفىlَََِوَالس اٰۤ لٰوةlََََوَاقََامlََََالر ِ lَََالص 

كٰوةََ lَََوَاٰتىَ ءlََََِفِىlََوَالصٰبِرِيْنlَََََعَاهَدوُْاَ lََاِذاlَََبعِهَْدِهِمlََََْوَالْمُوْفوُْنlَََََالز  ءlََََِالْبَأسَْاٰۤ اٰۤ lَََوَالض ر 

lَََوَحِيْنََ ىِٕكlََََالْبَأسِْ 
ٰۤ
ىِٕكlََََصَدقَوُْاَ lَََال ذِيْنlََََاوُلٰ

ٰۤ
الْمُت قوُْنlَََََهُمlَََُوَاوُلٰ  

artinyal  “Bukanlahl  menghadapkanl  wajahl  kalianl  kearahl  timurl  danl  

baratl  itul  suatul  kebajikan.l  Akanl  tetapil  sesungguhnyal  kebajikanl  itul  

ialahl  berimanl  kepadal  Allah,l  haril  kemudian,l  malaikatl  -l  malaikat,l  

kitabl  -l  kitab,l  nabil  -l  nabi,l  danl  memberikanl  hartal  yangl  dicintainyal  

kepadal  kerabatnya”.68 

b. Suratl  Al-Baqarahl  ayatl  262 

لَْ lَََمَنًّاlََانَْفقَوُْاlََمَا lَََيتُْبعِوُْنlََََلlََََْثمَُ lََاٰللlَََِّسَبيِْلlَََِفِيlَََْامَْوَالهَُمlَََْينُْفِقوُْنlََََالَ ذِيْنََ lَََاذَىًَ lََو 

يَحْزَنوُْنlََََهُمlَََْوَلlََََْعَليَْهِمlَََْخَوْفَ lََوَلlََََْرَب هِِمَْ lََعِنْدlَََََاجَْرُهُمlَََْل هُمَْ  

artinyal  “orangl  -l  orangl  yangl  menafkahkanl  hartanyal  dijalanl  Allah,l  

kemudianl  merekal  tidakl  mengiringil  apal  yangl  dinafkahkannyal  itul  

denganl  menyebutl  pemberiannyal  danl  denganl  tidakl  menyakitil  

(perasaanl  sil  penerima),l  merekal  memperolahl  pahalal  disisil  Tuhanl  

 
68

l  Q.Sl  Al-Baqarahl  Ayatl  177. 
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mereka.l  Tidakl  adal  kekhawatiranl  terhadapl  merekal  danl  tidakl  (pula)l  

merekal  bersedihl  hati”.69 

2) Al-Hadist 

a. Daril  Ibnul  Abbas,l  Rasulullahl  SAWl  bersabdal  “Perumpamaanl  orangl  -l  

orangl  yangl  menyedekakkanl  suatul  sadaqah,l  kemudianl  menariknyal  

kembalil  pemberiannyal  adalahl  sepertil  seekorl  anjingl  yangl  muntahl  

kemudial  memakanl  muntahnyal  kembali”l  (Riwayatl  Muslim). 

b. Daril  Al-Nu’manl  Ibnul  Basyirl  berkatal  ayahnyal  datangl  bersamanyal  

kepadal  Rasulullahl  SAWl  danl  menyatakanl  “akul  telahl  memberil  anakkul  

inil  seorangl  bocahl  yangl  adal  padaku”.l  Rasulullahl  SAWl  bertanyal  

“apakahl  kepadal  seluruhl  anak-anakmu,l  kamul  memberinyal  sepertil  

itu?”.l  Ial  menjawabl  “Tidak”.l  Rasulullahl  SAWl  bersabdal  lagil  “tariklahl  

kembalil  darinya.”l  (Riwayatl  Muslim). 

  

 
69

l  Q.Sl  Al-Baqarahl  Ayatl  262. 
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BABl  III 

HASILl  PENELITIANl  DANl  PEMBAHASAN 

A. Pelaksanaanl  Peralihanl  Hakl  Atasl  Tanahl  Melaluil  Hibahl  Daril  Orangl  Tual  

Kepadal  Anaknyal  Yangl  Masihl  Dibawahl  Umur 

Dalaml  kasusl  pemberianl  hibahl  kepadal  anakl  dibawahl  umurl  yangl  terjadil  dil  

Grobogan,l  bahwal  adal  sepasangl  suamil  istri,l  yangl  mempunyail  2l  (dua)l  orangl  

anakl  perempuan,l  yangl  pertamal  telahl  dewasal  danl  anakl  yangl  kedual  masihl  

berumurl  17l  tahun.l  Kedual  orangl  tuanyal  memeilikil  sebidangl  tanahl  seluasl  446l  

M2
l  (empatl  ratusl  empatl  puluhl  empatl  enaml  meterl  persegi)l  dil  dil  Desal  Pakis,l  

Kecamatanl  Kradenan,l  Kabupatenl  Grobogan.l  Sertifikatl  tanahl  tersebutl  tercatatl  

atasl  namal  Legi.l  Namunl  atasl  inisiatifl  suamil  istril  tersebut,l  tanahl  tersebutl  

seluruhnyal  dihibahkanl  kepadal  anakl  keduanya. 

Sedangkanl  peristiwal  pengibahanl  tersebutl  dibuatl  dihadapanl  Moch.l  

Farchanl  Alil  Imron,l  Sarjanal  Hukum,l  Notaris&PPATl  (Pejabatl  Pembuatl  Aktal  

Tanah)l  dil  Kabupatenl  Grobogan,l  didalaml  aktal  hibahl  itul  ibunyal  yangl  mewakilil  

ataul  yangl  menjadil  walil  bagil  anaknyal  sebagail  penerimal  hibahl  karenal  masihl  

dibawahl  umurl  danl  hall  itul  sesuail  denganl  kesepakatanl  bersamal  antaral  suamil  

danl  istril  tersebut.70 

Dalaml  peristiwal  inil  jelasl  bahwal  yangl  memberikanl  hibahl  adalahl  kedual  

orangl  tuanya,l  sedangkanl  penerimal  hibahl  adalahl  anakl  keduanyal  yangl  masihl  

 
70 Wawancaral  denganl  Notaris&PPATl  Bapakl  Farhanl  Alil  Imron,l  Notaris&PPATl  dil  

Grobogan,l  Padal  tanggall  11l  Julil  2024. 
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dibawahl  umur,l  danl  yangl  menjadil  walil  adalahl  ibunyal  sendiril  sesuail  denganl  

kesepakatanl  bersama. 

Pemberianl  hibahl  kepadal  anakl  yangl  masihl  dibawahl  umurl  berupal  sebidangl  

tanahl  dil  Desal  Pakis,l  Kecamatanl  Kradenan,l  Kabupatenl  Groboganl  dilakukanl  

denganl  aktal  otentikl  yangl  dibuatl  dihadapanl  Moch.l  Farchanl  Alil  Imron,l  Sarjanal  

Hukum,l  Notaris-PPATl  (Pejabatl  Pembuatl  Aktal  Tanah)l  dil  Grobogan,l  

pemberianl  inil  dilakukanl  atasl  dasarl  inisiatifl  kedual  orangl  tuanyal  saja. 

Dalaml  pelaksanaanl  pemberianl  hibahl  tersebutl  kedual  orangl  tuanyal  

melakukannyal  denganl  sepengetahuanl  (memintal  persetujuan)l  pihakl  –l  pihakl  

ataul  ahlil  warisl  dalaml  hall  inil  kakaknya.l  Pemberil  hibahl  memberikanl  hartanyal  

berupal  bendal  tidakl  bergerakl  yaitul  1l  (satu)l  bidangl  tanah. 

Selainl  tersebutl  diatas,l  hibahl  padal  dasarnyal  adalahl  pemberianl  yangl  tidakl  

adal  kaitannyal  denganl  warisanl  kecualil  kalaul  ternyatal  bahwal  hibahl  itul  akanl  

mempengaruhil  kepentinganl  danl  hakl  -l  hakl  ahlil  waris.l  Dalaml  hall  demikian,l  

perlul  adal  batasanl  maksimall  hibah,l  yaitul  tidakl  melebihil  sepertigal  hartal  

seseorang,l  selarasl  denganl  batasl  wasiatl  yangl  tidakl  bolehl  melebihil  sepertigal  

hartal  peninggalan. 

Berdasarkanl  hasill  wawancaral  denganl  Notaris&PPATl  bapakl  Farhanl  Alil  

Imron,l  SH71
l  bahwal  Orangl  tual  melakukanl  perbuatanl  hibahl  kepadal  anaknya,l  

karenal  anaknyal  masihl  dibawahl  umurl  danl  dial  beluml  bisal  melakukanl  perbuatanl  

hukuml  makal  anaknyal  diwakilil  orangl  tuanyal  jadil  harusl  adal  perwalian,l  berartil  

 
71

l  Wawancaral  denganl  Notaris&PPATl  Bapakl  Farhanl  Alil  Imron,l  Notaris&PPATl  dil  

Grobogan,l  Padal  tanggall  11l  Julil  2024. 
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orangl  tual  bertindakl  sebagail  orangl  tual  danl  selakul  walil  daril  anaknyal  yangl  

masihl  dibawahl  umurl  yangl  beluml  bisal  melakukanl  perbuatanl  hukum.l  

Kemudianl  membuatl  aktal  hibahl  dil  PPAT,l  setelahl  syaratl  -l  syaratnyal  lengkapl  

kemudianl  didaftarkanl  dil  kantorl  pertanahanl  setempat.l  Yangl  sebelumnyal  

didahuluil  denganl  pembayaranl  pajak,l  pengecekanl  sertifikatl  danl  sebagainya. 

Bapakl  Farhanl  Alil  Imron,l  SHl  jugal  mengatakanl  bahwal  Syaratl  pemberianl  

hibahl  ntukl  anakl  dibawahl  umur,l  Untukl  tanahl  pekaranganl  bisal  langsungl  

dilakukan,l  untukl  anakl  dibawahl  umurl  tidakl  bisal  menerimal  pemberianl  tanahl  

hibahl  berupal  tanahl  sawahl  karenal  tanahl  sawahl  fungsinyal  untukl  pengurusanl  

ataul  penggarapanl  lahanl  sedangkanl  anakl  dibawahl  umurl  itul  beluml  l  mampul  jadil  

aturannyal  beluml  bisal  menerimal  tanahl  hibahl  sawah,l  bisanyal  menerimal  tanahl  

pekarangan. 

Untukl  syaratl  masukl  kel  Badanl  Pertanahanl  Nasionall  (BPN)l  untukl  diprosesl  

balikl  namal  sertifikatnya,l  syaratnyal  administrasinya:l  Aktal  kelahiranl  daril  

catatanl  sipil,l  kartul  keluargal  yangl  mencantumkanl  anakl  tersebut,l  KTPl  danl  KKl  

orangl  tua,l  KTPl  danl  KKl  saudaral  kandung,l  Suratl  Pemberitahual  Pajakl  Terutangl  

Pajakl  Bumil  Bangunanl  (SPPTl  PBB)l  tahunl  l  terbaru,l  Sertifikatl  aslil  Kalaul  misall  

orangl  tual  punyal  Nomorl  Pokokl  Wajibl  Pajakl  (NPWP)l  memakail  NPWPl  (kalaul  

tidakl  punyal  selamal  tanahl  itul  nilainyal  tidakl  lebihl  daril  120l  jutal  (untukl  

Kabupatenl  Grobogan)l  tidakl  memakail  NPWPl  tidakl  apal  -l  apa). 

Selainl  syaratl  administrasi,l  adal  beberapal  syaratl  lagi: 

1) Tanahl  harusl  dibagi,l  istilahnyal  untukl  mengetahuil  tanahl  tersebutl  sudahl  

bersertifikatl  apal  belum.l  Pengambilanl  pakail  Globall  Positioningl  Systeml  
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(GPS)l  danl  dicekl  dil  BPNl  (kalaul  tanahl  sudahl  bersertifikatl  nantil  akanl  

ketahuanl  disitu)l  kalaul  bagianl  yangl  beluml  dipakail  orangl  lainl  itul  tandanyal  

sertifikatnyal  tidakl  adal  masalah,l  apabilal  bagianl  adal  hakl  milikl  oranglainl  

berartil  adal  indikasil  masalah.l  l  Pembagianl  itul  tujuannyal  agarl  tahul  

sertifikatnyal  itul  tumpukl  denganl  yangl  lainl  ataul  tidakl  jadil  dipastikanl  satul  

tanahl  hanyal  adal  satul  sertifikat. 

2) ZNTl  (Zonal  Nilail  Tanah)l  nantil  didafarkanl  dulul  ZNTl  untukl  mengetahuil  

nilail  permeterl  untukl  digunakanl  penghitunganl  PNBPl  (pendapatanl  negaral  

bukanl  pajak),l  jadil  ZNTl  didaftarkanl  kel  BPNl  prodaknyal  itul  satul  lembarl  

kertasl  yangl  menunjukkanl  sertifikatl  itul  permeternyal  harganyal  berapa.l  

(kalaul  sudahl  taul  harganyal  berapal  dikalikanl  denganl  luasnyal  lalul  dibagil  

permill  makal  akanl  ketahuanl  pnbpnyal  berapa)l  nantil  yangl  menghitungl  daril  

BPNl  nyal  sendiri. 

3) Validasil  Beal  Perolehanl  Hakl  atasl  Tanahl  danl  Bangunanl  (BPHTB),l  untukl  

pajakl  BPHTBl  daerahl  divalidasil  kel  pemdal  untukl  menentukanl  nilail  pajakl  

yangl  harusl  dibayarl  berapa,l  setelahl  BPHTBl  terbayarl  yangl  menentuknl  

pemda,l  setelahl  itul  khususl  untukl  hibahl  satul  garisl  keturunanl  kel  anakl  

kandungl  bisal  mengajukanl  SKB(suratl  keteranganl  bebasl  pajak).l  l  jadil  kalaul  

juall  belil  pihakl  pertamal  kenal  PPH,l  kalaul  hibahl  kel  anakl  kandungl  tidakl  kenal  

PPHl  nantil  dapatl  suratl  SKBl  tetapil  harusl  pengajuanl  kel  kantorl  pajakl  bloral  

(kalaul  dil  Kabupatenl  Grobogan). 

4) Cekl  sertifikat 
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5) Tambahannyal  mungkinl  Penetapanl  perwalianl  yangl  dikeluarkanl  daril  

pengadilan. 

Nantil  kalaul  syaratnyal  sudahl  lengkapl  semua,l  barul  bisal  dilakukanl  

penomoranl  akta,l  jadil  hibahl  itul  bisal  dinomoril  setelahl  semual  selesai.l  Setelahl  

dinomoril  ataul  diberil  nomorl  aktal  itul  yangl  buatl  daftarl  prosesl  balikl  namal  dil  ATRl  

BPN.l  Setelahl  Aktal  itul  dibuatl  segeral  didaftarkanl  kel  BPNl  waktunyal  sampail  7l  

haril  setelahl  aktal  dibuat.l  Endingnyal  daril  daftarl  kel  BPNl  nantil  hasilnyal  

serifikatnyal  keluarl  balikl  namal  atasl  namal  penerima. 

Sedangkanl  berdasarkanl  wawancaral  denganl  Notaris&PPATl  bapakl  Imronl  

Chumaidi,l  S.Pd.l  SH.,l  M.Kn72
l  bahawal  jikal  anakl  tersebutl  masihl  dibawahl  umurl  

dibuktikanl  denganl  aktal  kelahiran.l  Jikal  anakl  tersebutl  dibawahl  18l  tahunl  berartil  

anakl  tersebutl  beluml  cakapl  berbuatl  hukum.l  Untukl  bertindakl  menerimal  hak,l  

harusl  diwakilil  olehl  walinyal  (orangl  tuanya). 

Jikal  penghibahl  pihakl  ketigal  (kakekl  ataul  orangl  lain)l  diwakilil  orangl  tual  

(bapakl  ataul  ibu)l  selakul  walinyal  danl  harusl  adal  suratl  perwalian.l  Suratl  perwalianl  

dibuatl  dihadapanl  kepalal  desa.l  Daril  desal  membuatl  suratl  pernyataanl  hibahl  lalul  

barul  dibuatkanl  aktal  hibahl  daril  PPAT. 

Syaratnya:l  Sertifikatl  asli,l  SPPTl  PBBl  tahunl  terakhir,l  KTPl  danl  KKl  pemberil  

hibah,l  KTPl  danl  KKl  (kalaul  tanahnyal  gonol  gini),l  KTPl  danl  KKl  anakl  -l  anakl  

untukl  memberikanl  persetujuan,l  KTPl  danl  KKl  penerimal  hibahl  (kalaul  beluml  

punyal  ktpl  menggunakanl  kartul  pelajar). 
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l  Wawancaral  denganl  Notaris&PPATl  Bapakl  Imronl  Chumaidi,l  Noatris&PPATl  dil  

Grobogan,l  Padal  tanggall  09l  Julil  2024. 

 



 
 

82 
 

Setelahl  datanyal  lengkap,l  diajukanl  untukl  pajakl  BPHTBl  dil  kantorl  BPKADl  

(Badanl  Pengelolal  Keuanganl  danl  Asetl  Daerah)l  Kabupatenl  Grobogan.l  Setelahl  

ditetapkanl  pajakl  ataul  BPHTBnyal  kemudianl  BPHTBl  dibayarkanl  ataul  disetor. 

Berdasarkanl  penjelasanl  diatasl  penulisl  menarikl  kesimpulanl  bahwal  orangl  

tual  yangl  melakukanl  perbuatanl  hibahl  kepadal  anaknya,l  karenal  anaknyal  masihl  

dibawahl  umurl  danl  dial  beluml  bisal  melakukanl  perbuatanl  hukuml  makal  anaknyal  

diwakilil  orangl  tuanyal  jadil  harusl  adal  perwalian,l  berartil  orangl  tual  bertindakl  

sebagail  orangl  tual  danl  selakul  walil  daril  anaknyal  yangl  masihl  dibawahl  umurl  

yangl  beluml  bisal  melakukanl  perbuatanl  hukum.l   

Nantil  kalaul  syaratnyal  sudahl  lengkapl  semua,l  barul  bisal  dilakukanl  

penomoranl  akta,l  jadil  hibahl  itul  bisal  dinomoril  setelahl  semual  clear.l  Setelahl  

diberil  nomorl  aktal  itul  yangl  buatl  daftarl  prosesl  balikl  namal  dil  ATRl  BPN.l  Setelahl  

Aktal  itul  dibuatl  segeral  didaftarkanl  kel  BPNl  Endingnyal  daril  daftarl  kel  BPNl  

nantil  hasilnyal  serifikatnyal  keluarl  balikl  namal  atasl  namal  penerima. 

Agarl  lebihl  jelasl  tentangl  pelaksanaanl  peralihanl  hakl  atasl  tanahl  melaluil  hibahl  

daril  orangl  tual  kepadal  anaknyal  yangl  masihl  dibawahl  umur.l  Penulisl  sajikanl  

dalaml  bentukl  baganl  ataul  skemal  sebagail  berikut: 

 

 

 

 

 

 



 
 

83 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalahl  yangl  dapatl  timbull  padal  pelaksanaanl  pemberianl  hibahl  mengenail  

tatal  caral  pemberiannyal  yangl  tidakl  sesuail  denganl  ketentuan,l  yaitul  dalaml  KUHl  

Perdata,l  bilal  obyekl  bendanyal  bergerakl  makal  pemberiannyal  cukupl  dilakukanl  

denganl  penyerahanl  (levering)l  saja,l  akanl  tetapil  bilal  obyeknyal  bendal  tetapl  

makal  pemberiannyal  harusl  dilakukanl  denganl  menggunakanl  aktal  otentikl  yangl  

dibuatl  dihadapanl  Notaris,l  karenal  bilal  pemberianl  hibahl  bendal  tetapl  dilakukanl  

tidakl  dihadapanl  Notarisl  makal  pemberiannyal  menjadil  batal. 

Dalaml  pemberianl  hibahl  yangl  dilakukanl  baikl  secaral  lisanl  maupunl  tertulisl  

harusl  dil  sebutkanl  denganl  tegasl  danl  jelasl  siapal  -l  siapal  sajal  yangl  akanl  

menerimal  hartal  hibahl  tersebut,l  danl  tidakl  bolehl  melebihil  daril  sepertigal  hartal  

yangl  ada.l  Dijelaskanl  dalaml  KUHl  Perdata,l  bahwal  hibahl  tidakl  dibenarkanl  

secaral  diaml  -l  diam,l  harusl  merupakanl  persetujuanl  yangl  nyatal  danl  aktifl  daril  

Suratl  hibahl  danl  

prosesl  hibahl  

dilakukanl  dil  

hadapanl  PPAT 

Setelahl  diberil  nomorl  

aktal  itul  yangl  buatl  

daftarl  prosesl  balikl  

namal  dil  ATRl  BPN 

Pemeriksaanl  berkasl  

danl  pemanggilanl  

Saksil  olehl  Pengadilan 

Pengajuanl  

Hibahl  dil  

Kantorl  

Notaris&PPA

T 

Pengajuanl 

Perwalian di 

Pengadilanl 

setempat 

 

Putusanl  

perwalianl  

Pengadilan 
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pihakl  -l  pihakl  penghibahl  danl  penerimal  hibah,l  sekurangl  -l  kurangnyal  harusl  adal  

ikrarl  secaral  tegasl  daril  penghibah.l   

Dalaml  pelaksanaanl  hibah,l  subyeknyal  harusl  orangl  yangl  sudahl  dewasal  

(cakapl  menurutl  hukum)l  sehinggal  ial  dapatl  melakukanl  perbuatanl  hukuml  

sendiril  karenal  ial  mempunyail  hakl  danl  kewajibanl  secaral  penuh,l  tetapil  dalaml  

hall  inil  subyekl  hukuml  penerimal  hibahl  adalahl  orangl  yangl  masihl  dibawahl  umurl  

yangl  secaral  hukuml  beluml  cakapl  dalaml  melakukanl  perbuatanl  hukum,l  

sehinggal  dalaml  melaksanakanl  perbuatanl  hukuml  harusl  diwakilkanl  ataul  adal  

walil  yangl  mendampingi,l  jikal  tidakl  adal  walil  makal  perbuatanl  hukuml  yangl  

dilakukanl  anakl  dibawahl  umurl  dianggapl  tidakl  pernahl  adal  sebagaimanal  

dijelaskanl  dalaml  Pasall  1676l  KUHl  Perdata. 

B. Penyelesaianl  Apabilal  Pemberianl  Hibahl  Daril  Orangl  Tual  Kepadal  

Anaknyal  Yangl  Masihl  Dil  Bawahl  Umurl  Dilakukanl  Tanpal  Sepengetahuanl  

Anakl  Ataul  Calonl  Ahlil  Warisl  Lainnyal  Sehinggal  Ahlil  Warisl  Yangl  Lainl  

Melakukanl  Gugatan 

Dalaml  kasusl  ini,l  yangl  terjadil  adalahl  tatal  caral  pemberianl  hibah,l  dimanal  

caral  tersebutl  dilakukanl  memangl  dihadapanl  PPAT-Notarisl  tetapil  secaral  diaml  -

l  diaml  yangl  mengakibatkanl  paral  ahlil  warisl  lainl  tidakl  mengetahuil  danl  merasal  

dirugikanl  atasl  pemberianl  hibahl  tersebut,l  sehinggal  ahlil  warisl  lainl  merasal  tidakl  

dapatl  menerimal  tatal  caral  yangl  dibuatl  olehl  penghibahl  karenal  dilakukanl  tidakl  

secaral  terangl  -l  teranganl  danl  melebihil  ketentuanl  daril  sepertigal  hartal  yangl  ada. 
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Berdasarkanl  hasill  wawancaral  denganl  Notaris&PPATl  bapakl  Farhanl  Alil  

Imron,l  SHl  danl  bapakl  Imronl  Chumaidi,l  S.Pd.l  SH.,l  M.Kn73
l  untukl  

menyelesaikanl  masalahl  tersebut,l  aktal  yangl  dibuatl  dihadapanl  PPAT-Notarisl  

denganl  adanyal  tuntutanl  daril  ahlil  warisl  makal  penyelesaiannyal  denganl  dibuatl  

aktal  pembatalan,l  bilal  hartal  yangl  dihibahkanl  beluml  balikl  namal  ataul  beluml  

mempunyail  sertifikatl  yangl  dibuatl  dihadapanl  Pejabatl  Pembuatl  Aktal  Tanah,l  

Dalaml  hall  inil  apabilal  aktal  tersebutl  inginl  diperbaharuil  makal  harusl  melaluil  

prosesl  pembatalanl  terlebihl  dahulul  danl  dibuatkanl  aktal  pembatalanl  setelahl  itul  

barul  kemudianl  dibuatkanl  aktal  hibahl  yangl  baru. 

Tetapil  bilal  aktal  tersebutl  sebelumnyal  sudahl  memilikil  sertifikatl  danl  sudahl  

balikl  namal  yangl  dibuatl  dihadapanl  Pejabatl  Pembuatl  Aktal  Tanah,l  makal  

prosedurl  pembatalannyal  menjadil  sulitl  karenal  aktal  tersebutl  sudahl  masukl  danl  

didaftarkanl  kel  Kantorl  Pertanahanl  setempatl  sehinggal  bukanl  menjadil  urusanl  

PPAT-Notarisl  lagi,l  tetapil  sudahl  menyangkutl  pihakl  pemerintahl  dalaml  hall  inil  

Kantorl  Pertanahanl  dimanal  obyekl  hibahl  itul  berada.l  Jadil  caral  penyelesaiannyal  

diserahkanl  melaluil  pengadilanl  setempat. 

Seharusnyal  kalual  membatalkanl  sertifikatl  yangl  sudahl  terdaftarl  sebaiknyal  

adal  ketetapanl  daril  Pengadilan.l  Paral  ahlil  warisl  menurutl  Notaris,l  karenal  yangl  

bersangkutanl  tidakl  cermatl  dalaml  melakukanl  pekerjaannya,l  tetapil  Notarisl  

menjelaskanl  kepadal  ahlil  warisl  bahwal  pemberianl  hibahl  adalahl  kehendakl  yangl  

bebasl  daril  seseorangl  kepadal  orangl  lainl  danl  Notarisl  hanyal  menjalankanl  
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l  Wawancaral  denganl  Notaris&PPATl  Bapakl  Farhanl  Alil  Imrol  danl  Bapakl  Imronl  

Chumaidi,l  Padal  tanggall  09l  danl  Julil  2024. 
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tugasnyal  tanpal  mengetahuil  pihakl  lainl  yangl  dirugikanl  dalaml  prosesl  pemberianl  

hibahl  tersebut,l  sehinggal  seharusnyal  sebeluml  hibahl  dilaksanakanl  orangl  tual  

hendaknyal  bermusyawarahl  terlebihl  dahulul  denganl  paral  ahlil  warisl  yangl  lainl  

danl  dilakukanl  secaral  terbuka. 

Dalaml  wawancaral  denganl  Notaris&PPATl  bapakl  Farhanl  Alil  Imron,l  SHl  

danl  bapakl  Imronl  Chumaidi,l  S.Pd.l  SH.,l  M.Kn,l  tentangl  pemberianl  hibahl  

kepadal  anakl  dibawahl  umurl  danl  mengenail  penyelesaianl  masalahl  -l  masalahl  

yangl  timbull  makal  beliaul  mengatakanl  bahwa,l  padal  dasarnyal  seorangl  anakl  

masihl  dibawahl  umurl  tidakl  dapatl  melakukanl  tindakanl  hukuml  sendiri,l  olehl  

karenal  itul  jikal  merekal  terlibatl  dalaml  sebuahl  transaksil  sepertil  misalnyal  hibah,l  

makal  ial  harusl  diwakilil  olehl  orangl  tuanyal  ataul  walil  yangl  ditunjukl  olehl  

pengadilan. 

Berdasarkanl  penejelasanl  diatasl  makal  penulisl  menarikl  kesimpulanl  jikal  

terjadil  hibahl  ketikal  anakl  tersebutl  beluml  dewasa,l  biasanyal  terdapatl  dalaml  aktal  

hibahl  bahwal  balikl  namal  suratl  -l  suratl  danl  dilakukanl  jikal  anakl  tersebutl  telahl  

dewasa,l  danl  olehl  karenal  itul  segalal  kepentinganl  hukuml  anakl  tersebutl  

menyangkutl  hartal  yangl  dihibahkanl  akanl  tetapl  diwakilil  olehl  orangl  tuanyal  ataul  

walinya. 

Apabilal  hall  inil  dihubungkanl  olehl  Kompilasil  Hukuml  Islam,l  didalaml  

ketentuannyal  diaturl  bahwal  pemberianl  hibahl  tidakl  bolehl  melebihil  daril  jumlahl  

sepertiga,l  seharusnyal  dalaml  kasusl  inil  pemberil  hibahl  tidakl  dapatl  memberikanl  

hartal  hibahl  seluruhnyal  kepadal  anakl  dibawahl  umurl  melainkanl  hanyal  dapatl  

memberikanl  sebanyakl  sepertigal  daril  hartal  yangl  ada,l  bilal  ketentuanl  inil  
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dilanggarl  makal  upayal  penyelesaiannyal  denganl  caral  pemberianl  hibahl  yangl  

sudahl  diberikanl  olehl  orangl  tual  tersebutl  dapatl  ditarikl  kembali,l  karenal  

semestinyal  hartal  hibahl  tersebutl  harusl  dibagikanl  kepadal  seluruhl  ahlil  warisl  

yangl  berhak. 

Jikal  ahlil  warisl  dalaml  hall  inil  anakl  dibawahl  umurl  yangl  didampingil  olehl  

walinyal  sepakatl  melakukanl  perdamaianl  dalaml  pembagianl  hartal  hibah,l  makal  

dapatl  diberikanl  sesuail  denganl  bagiannyal  masing-masingl  denganl  ketentuanl  

yangl  ada,l  tetapil  jikal  penerimal  hibahl  tidakl  inginl  membagil  hartal  hibahnya,l  

makal  tuntutanl  dapatl  dil  ajukanl  kel  Pengadilanl  Agamal  bilal  merekal  tundukl  padal  

peraturanl  yangl  diaturl  dalaml  Komisil  Hukuml  Islam.l   

Penulisl  sependapatl  denganl  apal  yangl  telahl  dilakukanl  olehl  Bapakl  Farhanl  

Alil  Imrol  danl  Bapakl  Imronl  Chumaidil  selakul  PPATl  danl  Notarisl  yangl  telahl  

melaksanakanl  tugasnyal  melayanil  masyarakatl  dalaml  membuatl  Aktal  Hibahl  

untukl  anakl  dibawahl  umurl  dilakukanl  denganl  cermatl  danl  kehati-hatianl  

sebagaimanal  diamanatkanl  dalaml  Pasall  16l  ayatl  (1)l  hurufl  a,l  Undangl  -l  Undangl  

Jabatanl  Notarisl  Nomorl  30l  tahunl  2004,l  yangl  berbunyi:l  Dalaml  menjalankanl  

jabatannya,l  Notarisl  berkewajibanl  bertindakl  jujur,l  seksama,l  mandiri,l  tidakl  

berpihak,l  danl  menjagal  kepentinganl  pihakl  terkaitl  dalaml  perbuatanl  hukum. 

Sehinggal  padal  waktul  penandatangananl  aktal  hibahl  selainl  menghadirkanl  

pemberil  hibahl  danl  penerimal  hibahl  harusl  hadirl  pulal  saudaral  kandungl  daril  

penerimal  hibahl  gunal  memberikanl  persetujuan,l  sehinggal  pelaksanaanl  

pemberianl  hibahl  itul  dilakukanl  denganl  terang,l  hall  inil  dilakukanl  untukl  

menghindaril  agarl  dikemudianl  haril  saudaral  kandungl  penerimal  hibahl  tidakl  
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merasal  dirugikanl  danl  tidakl  akanl  melakukanl  gugatanl  karenal  sudahl  menyetujuil  

orangl  tuanyal  mengibahkanl  sebidangl  tanahl  danl  bangunanl  kepadal  saudaranyal  

yangl  masihl  dibawahl  umur. 

Karenal  obyekl  yangl  dihibahkanl  adalahl  bendal  tidakl  bergerakl  yaitul  sebidangl  

tanahl  danl  bangunanl  makal  Notarisl  yangl  membuatl  aktal  hibahl  tersebutl  

bertindakl  selakul  PPAT,l  dalaml  menjalankanl  jabatannyal  selakul  PPATl  

walaupunl  tidakl  diaturl  secaral  tegasl  dalaml  Peraturanl  Pemerintahl  Tentangl  

Jabatanl  PPATl  yaitul  Peraturanl  Pemerintahl  Nomorl  37l  tahunl  1998,l  makal  PPATl  

jugal  harusl  melakukanl  jabatannyal  denganl  cermatl  danl  hati-hatil  pula,l  hall  inil  

untukl  menjagal  otentisitasl  daril  aktal  yangl  dihasilkan,l  dalaml  hall  inil  aktal  hibahl  

untukl  anakl  dibawahl  umur. 

Perkaral  hibahl  dalaml  Putusanl  Nomorl  1786/Pdt.G/2017/PA.Pwdl  bahwal  

padal  tanggall  20l  Julil  2017l  Penggugatl  melalukanl  gugatanl  kepadal  Tergugatl  dil  

Pengadilanl  Agamal  Purwodadi.l  Kemudian,l  padal  tanggall  10l  Agustusl  2017l  

dilaksanakanl  sidingl  pertama.l  Kemudianl  padal  tanggall  31l  Agustusl  2017l  

dilaksanakanl  persidanganl  danl  pembacaanl  putusanl  pengadilan,l  hakiml  

mengabulkanl  gugatanl  paral  penggugatanl  menyatakanl  menurutl  hukuml  bahwal  

penghibahanl  tanahl  sawahl  tidakl  sahl  menurutl  hukum.l  Menyatakanl  Aktal  Hibahl  

yangl  dil  buatl  olehl  Tergugatl  Vl  adalahl  cacatl  danl  tidakl  memilikil  kekuatanl  

hukum.l  Menetapkanl  menurutl  hukuml  Sertifikatl  Hakl  Milikl  adalahl  cacatl  danl  

tidakl  memilikil  kekuatanl  hukum.l  Menyatakanl  putusanl  perkaral  inil  dapatl  

dilaksanakanl  terlebihl  dahulul  meskipunl  adal  upayal  hukuml  banding,l  kasasil  
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maupunl  verzetl  daril  Tergugat.l  Menghukuml  Tergugatl  untukl  membayarl  seluruhl  

biayal  yangl  timbull  daril  perkaral  ini. 

Agarl  lebihl  jelasl  tentangl  Penyelesaianl  apabilal  pemberianl  hibahl  daril  orangl  

tual  kepadal  anaknyal  yangl  masihl  dil  bawahl  umurl  dilakukanl  tanpal  

sepengetahuanl  anakl  ataul  ahlil  warisl  lainnyal  sehinggal  ahlil  warisl  yangl  lainl  

melakukanl  gugatan.l  Penulisl  sajikanl  dalaml  bentukl  baganl  ataul  skemal  sebagail  

berikut: 

 

  
Penggugatl  

mengajukanl  

gugatanl  dil  

Pengadilanl  

setempat 

Penggugatl  

danl  Tergugatl  

dil  panggill  dil  

Pengadilanl  

untukl  mediasil   

Apabilal  

Tergugatl  masihl  

dibawahl  umurl  

makal  harusl  dil  

gantikanl  olehl  

walinyal  

(Perwalian) 

Apabilal  

Mediasil  

berhasill  makal  

prosesl  hukuml  

selesail  danl  

apabilal  mediasil  

gagall  makal  

prosesnyal  

berlanjutl  

persidangan 

Pemeriksaanl  

berkasl  -l  berkas,l  

pemanggilanl  

saksi 

Putusanl  

Pengadilan 
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BABl  IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1 Pelaksanaanl  pemberianl  hibahl  kepadal  orangl  yangl  beluml  dewasal  ataul  anakl  

dibawahl  umurl  yangl  beradal  dibawahl  perwalianl  ataul  kepadal  orangl  -l  orangl  

yangl  terampul  harusl  diterimal  sil  walil  ataul  sil  pengampu,l  yangl  harusl  

dikuasakanl  olehl  pengadilan,l  sedangkanl  pelaksanaanl  hibahl  untukl  anakl  

dibawahl  umurl  yangl  beradal  dibawahl  kekuasaanl  orangl  tual  cukupl  diwakilil  

olehl  salahl  satul  orangl  tuanya,l  penghibahanl  untukl  barangl  bergerakl  cukupl  

dilakukanl  penyerahanl  langsung,l  sedangkanl  untukl  penghibahanl  untukl  

bendal  tetapl  dalaml  hall  inil  sebidangl  tanahl  danl  bangunanl  harusl  dilakukanl  

dihadapanl  Pejabatl  Pembuatl  Aktal  Tanahl  danl  dibuatkanl  aktal  otentik,l  

pelaksanaanl  hibahl  berdasarkanl  KUHl  Perdatal  harusl  dilakukanl  denganl  ikrarl  

yangl  jelasl  danl  terangl  yangl  dalaml  penerimaannyal  dilakukanl  denganl  

diwakilil  olehl  walil  daril  anakl  tersebut,l  dalaml  hall  inil  hakl  perwalianl  padal  

keluargal  sedarah.l   

2 Penyelesaianl  masalahl  yangl  timbul,l  jikal  masalahl  itul  disebabkanl  jumlahl  

bendal  yangl  dihibahkanl  melebihil  ketentuanl  yangl  berlaku,l  makal  

penyelesaiannyal  denganl  caral  dibuatkannyal  aktal  pembatalanl  olehl  Notarisl  

jikal  sertifikatnyal  beluml  balikl  nama,l  tetapil  jikal  telahl  dilakukanl  balikl  namal  

makal  penyelesaiannyal  dil  Pengadilan.l  Danl  dalaml  hall  inil  melanggarl  

ketentuanl  Legitiemel  Portiel  makal  caral  penyelesaiannyal  denganl  caral  adanyal  

kesepakatanl  pihak-pihakl  yaitul  dibagikanl  secaral  meratal  kepadal  ahlil  warisl  
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lainl  denganl  caral  juall  belil  sehinggal  dalaml  sertifikatnyal  dicantumkanl  nama-

namal  paral  ahlil  warisl  yangl  berhakl  sehinggal  tidakl  adal  pihak-pihakl  yangl  

merasal  dirugikan.l  Tetapil  jikal  masalahl  timbull  disebabkanl  tidakl  

terpenuhinyal  tatal  caral  hibahl  makal  penyelesaiannyal  adalahl  sil  ahlil  warisl  

dapatl  mempertanyakanl  kepadal  PPATl  tentangl  keabsahanl  aktal  tersebut,l  

dalaml  hall  ahlil  warisl  menyatakanl  untukl  berdamail  makal  aktal  yangl  sudahl  

adal  dapatl  diperbaharuil  tetapil  terlebihl  dahulul  dilakukanl  pembatalanl  aktal  

barul  setelahl  itul  dibuatkanl  aktal  barul  danl  penghibahannyal  dilakukanl  denganl  

ikrarl  yangl  tegasl  danl  jelas.l  Dalaml  hall  penghibahanl  dilakukanl  kepadal  anakl  

dibawahl  umurl  makal  penyerahanl  dilakukanl  denganl  didampingil  walinyal  

danl  dilakukanl  denganl  terang. 

B. Saran 

1 Bagil  PPATl  seharusnyal  setiapl  orangl  tual  yangl  akanl  memberikanl  hibahl  

mempunyail  sifatl  terbuka,l  agarl  dikemudianl  haril  tidakl  terjadil  

kesalahpahamanl  yangl  dapatl  merugikanl  keluarga,l  danl  PPAT-Notarisl  selakul  

Pejabatl  Umuml  hendaknyal  mempunyail  sikapl  yangl  lebihl  cermatl  apabilal  

seluruhl  syaratl  -l  syaratl  yangl  adal  sudahl  terpenuhil  ataul  beluml  janganlahl  

bersikapl  terburul  -l  burul  tetapil  harusl  melihatl  resikol  daril  pembuatanl  aktal  

hibahl  tersebut. 

2 Bagil  Masyarakatl  seharusnyal  setiapl  pelaksanaanl  pemberianl  hibahl  

khususnyal  terhadapl  anakl  dibawahl  umurl  harusl  didampingil  orangl  tual  ataul  

walil  danl  saksil  -l  saksil  daril  pihakl  keluargal  yangl  lainl  agarl  pemberianl  hibahl  

dapatl  menjadil  jelasl  danl  secaral  terbukal  tidakl  denganl  diaml  -l  diam. 
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